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Ikhtisar Eksekutif 

 

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025 dalam 

mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:  

1. Capaian tujuan “Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

penanggulangan bencana” : 

- Diukur dengan indikator Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap 

Ketahanan Daerah DIY. (Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY 

dilaksanakan pada akhir Tahun-n (Akhir Tahun 2025). Berdasarkan Surat dari 

BNPB Nomor B-005/BNPB/PERB/SS.01.02/1/2026 Perihal Nilai IKD 2025 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil perhitungan nilai IKD DIY Tahun 

2025 sebesar 0,76 dengan rincian sebagai berikut: 1) Perkuatan Kebijakan dan 

Kelembagaan : 0,83. 2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu : 0,93. 3) 

Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik : 0,81. 4) Penanganan 

Tematik Kawasan Rawan Bencana : 0,95. 5) Peningkatan Efektivitas 

Pencegahan dan Mitigasi Bencana : 0,70. 6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan 

Penanganan Darurat Bencana : 0,75. 7) Pengembangan Sistem Pemulihan 

Bencana : 0,66. Formulasi Perhitungan: Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah 

(IKD) DIY dikali 100% 5 Prioritas dalam IKD yang dimaksud sebagai berikut: 1) 

Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik. 2) Penanganan Tematik 

Kawasan Rawan Bencana. 3) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi 

Bencana. 4) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. 5) 

Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Perhitungan Kontribusi capaian 5 

prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY pada Tahun 2025 sebagai 

berikut: = ((0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/ 5) / IKD x 100% = (3,87/ 5) / 0,76 x 

100% = 0,77 / 0,76 x 100% = 101,32%) (Perhitungan menggunakan 5 skor 

prioritas dikarenakan Skor 1 dan 2 dianggap sudah maksimal sehingga yang 

dijadikan prioritas perhitungan 5 skor dibawahnya). 

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, 

yakni Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD 

DIY; 
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- Target capaian indikator tujuan tahun 2025 sebesar 101,3%; sampai dengan 

bulan Desember 2025 terealisasi 101,32%. Dengan demikian capaian ini telah 

melebihi target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,02%; 

2. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan 

penanggulangan bencana”: 

- Diukur dengan indikator Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks 

Ketahanan Daerah (IKD) DIY (Skor Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, 

dan Logistik + Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana + Skor 

Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana + Skor Perkuatan 

Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana + Skor Pengembangan 

Sistem Pemulihan Bencana) dibagi 5.  

Perhitungan Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah 

(IKD) DIY pada Tahun 2025 sebagai berikut: 

= (0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/ 5 

= 3,87/ 5 

= 0,77 

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni 

Program Penanggulangan Bencana, Program Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Kebudayaan; 

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 0,76 (Nilai); sampai 

dengan bulan Desember 2025 terealisasi 0,77 (Nilai). Dengan demikian 

capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target 

(capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 101.32%. 

- Dibandingkan dengan capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 0,71, 

capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 0,77 mengalami kenaikan 

sebesar 0,06. 

3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Perangkat Daerah”:   

- Diukur dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Meta 

Indikator/Formulasi Pengukuran: Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah pada tahun‐n, Penjelasan detail dari Meta 
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Indikator/Formulasi Pengukuran: Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. 

Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan 

hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1) Reformasi Birokrasi General 

Perangkat Daerah dan 2) Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah. 

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program - Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.  

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 87,26 (indeks); sampai 

dengan bulan Desember 2025 terealisasi 89,96 (indeks). Dengan demikian 

capaian ini telah tercapai melebihi target. Prosentase realisasi terhadap target 

(capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 103,09%. 

- Dibandingkan dengan capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 87,16 

(indeks), capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 89,96 (indeks) 

mengalami kenaikan sebesar 2,8 (indeks). 

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan 

yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY ke 

depan, sebagai berikut: 

1. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, 

Renstra BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 selain berpedoman 

pada RPD DIY, juga mempedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) DIY dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun 

kebijakan pola tataruang. Selain itu, dokumen Renstra BPBD DIY 2022-2027 

didasari pada KLHS(Kajian Lingkungan Hidup Strategis) DIY untuk memastikan 

bahwa pembangunan berkelanjutan terkait dengan penanggulangan bencana dan 

pengurangan risiko bencana telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Kejadian bencana alam di Indonesia yang terulang baik jenis yang sama maupun 

berbeda mendorong semakin pentingnya peran pengurangan resiko bencana. 

SFDRR (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030, yang 

disepakati dalam Konferensi Pengurangan Resiko Bencana Dunia di Kobe pada 

tahun 2005, mengamanatkan perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat 
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untuk pengurangan resiko bencana. Peran perencanaan tata ruang dalam 

pengurangan risiko bencana telah banyak diusulkan dalam praktik perencanaan 

baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Pengurangan 

risiko bencana umumnya dilakukan secara struktural yaitu membangun fisik 

misalnya tanggul sungai, namun dapat juga dilakukan dengan cara lain, salah 

satunya dengan peningkatan ketahanan komunitas (community resilience) 

masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengadopsi perencanaan tataruang 

khususnya isi pola ruang; 

3. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RTRW 

diharapkan menjadi dasar dalam pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan 

ruang di wilayah Kabupaten/Kota sehingga pembangunan dapat dilakukan secara 

berkelanjutan dan terhindar dari bencana, mengingat di setiap wilayah administrasi 

Kabupaten di Indonesia selalu dijumpai bagian yang rawan bencana. Kondisi 

exsisting penggunaan lahan saat ini banyak bertampalan dengan wilayah rawan 

bencana. Oleh karena itu perlu suatu kegiatan untuk mengintegrasikan antara 

RTRW dengan kondisi bencana di Indonesia. Struktur ruang khususnya jaringan 

jalan dapat memberikan akses ke wilayah terdampak longsor maupun banjir 

dengan baik sehingga evakuasi mudah dilaksanakan. Integrasi diperlukan untuk 

mengimplementasikan pola ruang maupun struktur ruang selanjutnya yang 

diperlukan untuk kajian rekayasa penanggulangan wilayah rawan bencana dengan 

cara struktural berupa bangunan fisik, maupun peningkatan kapasitas masyarakat 

dan pemasangan instrumen peringatan dini yang akan dipasang pada wilayah 

rawan bencana. Alokasi pola ruang khususnya pada penggunaan lahan yang 

rawan terdampak bencana perlu ditinjau kembali atau dibuat infrastruktur untuk 

mengurangi dampak; 
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BAB I Pendahuluan                             

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi 

Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian 

Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari 

APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:  

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi. 

 

1.1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan 

Organisasi Perangkat Daerah  

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based 

Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, 

tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 

2027. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja 

sebagai berikut: 

 

  

 
 
Bab I berisi: 

1. Cascading Kinerja dan 
Struktur Organisasi 

2. Tugas, Fungsi dan Peta 
Jabatan 

3. Isu-Isu Strategis 
4. Dukungan SDM, Sarana-

Prasarana dan Anggaran 
5. Tindak Lanjut atas 

Rekomendasi LHE 
SAKIP Tahun 2024 
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Gambar I.1       Cascading Kinerja Penyelarasan 

 

Sumber: RPJMD 2022-2027, Renstra BPBD DIY 2022-2027 
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Gambar I.2 Struktur Organisasi 

 

Sumber: Lampiran PERGUB DIY NOMOR 99 TAHUN 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 

 

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan   

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD DIY 

2022-2027, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY memiliki tugas dan fungsi 

yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana 

gambar berikut:  

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah DIY  

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2024, BPBD DIY 

mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. 

Adapun fungsi BPBD DIY sebagai berikut : 

 Penyusunan program kerja Badan; 

 Perumusan, penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan kebijakan teknis 

urusan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah; 

 Penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan 

kebakaran di daerah; 
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 Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di 

daerah; 

 Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan kebakaran serta 

prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran; 

 Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan; 

 Pelaksanaan komando penanganan darurat bencana; 

 Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah; 

 Penyusunan rekomendasi tingkatan dan status bencana; 

 Pengembangan kerjasama dengan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana dan kebakaran; 

 Penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat; 

 Pelaksanaan Pusat Pengendalian Operasi Kebencanaan; 

 Pembinaan reformasi birokrasi Badan; 

 Penyusunan kebijakan proses bisnis Badan; 

 Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan; 

 Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang 

penanggulangan bencana dan kebakaran; 

 Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang 

penanggulangan bencana dan kebakaran kabupaten/kota;. 

 Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

 Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan. 

 

1.3. Isu-Isu Strategis  

No Isu Strategis 

1 Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana 

dan degradasi kualitas lingkungan hidup 

2 Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektorsektor utama 

DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata) 

3 Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal 

4 Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara kolaboratif dan inklusif berbasis 

data terpadu belum optimal. 

Sumber: BPBD DIY (2024) 

 

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 

sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 

No Jabatan 

Formasi Pegawai yang ada  Jenis Kelamin 

Jml Kualifikasi 
 

Jml Kualifikasi Laki Perempuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   S2 S1 D3 SMA  S2 S1 D3 SMA SMP   

A. Jabatan Pimpinan 
Tinggi 
 

1     1 1     1  

               

B. Jabatan Administrasi              

 1. Administrator 5     4 3 1    3 1 

 2. Pengawas 2     2 2     1 1 

 3. Pelaksana 24     97 2 42 10 41 1 73 24 

C. Jabatan Fungsional 12     12 10 2 1   6 6 

 Jumlah 44     116 18 45 11 41 1   

Sumber: Data Kepegawaian BPBD DIY Desember 2025 

 

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan ASN Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, 

didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 18 orang (15,5%) , disusul oleh 

jenjang pendidikan S1 sebanyak 45 orang (38,7%), D3 11 orang (9,5%), SLTA  41 

orang (35,4%) SMP 1 orang (0,9%). Berdasarkan data kepegawaian, dari total 43 

pegawai, (Tidak terdapat pegawai penyandang disabilitas). Komposisi pegawai 

perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan 

struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem 

merit, kesetaraan gender, dan inklusi sosial dalam manajemen SDM aparatur.   

 

Tabel I. 2 Sarana-Prasarana 
 

No Klasifikasi Jumlah Barang Nilai Aset (Rp)* 

1. ASET LANCAR   

 Kas dan Setara Kas  0,00 

 Persediaan  3.678.465.794,02 

 JUMLAH ASET LANCAR  3.678.465.794,02 

2. 

 

 

 

ASET TETAP 

Tanah 

Peralatan dan Mesin 

- Alat besar 

 

1 

2.030 

105 

 

2.975.357.000,00 

31.434.345.389,07 
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No Klasifikasi Jumlah Barang Nilai Aset (Rp)* 

 - Alat angkutan 

- Alat bengkel dan alat 

ukur 

- Alat pertanian 

- Alat kantor dan rumah 

tangga 

- Alat studio, komunikasi 

dan pemancar 

- Alat kedokteran dan 

kesehatan 

- Alat laboratorium 

- Alat persenjataan 

- Komputer 

- Alat eksplorasi 

- Alat produksi, 

pengolahan dan 

pemurnian 

- Alat keselamatan kerja 

- Peralatan 

proses/produksi 

- Rambu - rambu 

- Peralatan olahraga  

Gedung dan Bangunan 

- Bangunan Gedung 

- Tugu Titik Kontrol/Pasti 

Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

- Jalan dan Jembatan 

- Bangunan Air 

- Instalasi 

- Jaringan 

60 

56 

 

58 

746 

 

297 

 

111 

 

48 

168 

211 

1 

2 

 

 

68 

88 

 

9 

2 

11 

8 

3 

17 

2 

3 

5 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.154.961.350,00 

 

 

6.792.186.700,00 

 Aset Tetap Lainnya 

- Bahan Perpustakaan 

- Barang Bercorak 

Kesenian/Kebudayaan/

Olahraga 

- Aset Tetap dalam 

Renovasi 

223 

221 

1 

 

 

1 

419.145.000,00 

 Akumulasi Penyusutan  (33.935.578.080,45) 

 JUMLAH ASET TETAP  16.840.417.358,62 

3. ASET LAINNYA   

 Aset Tidak Berwujud 5 394.500.000,00 

 Aset Lain-lain 2 332.430.000,00 
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No Klasifikasi Jumlah Barang Nilai Aset (Rp)* 

 Akumulasi Penyusutan Aset 

Lainnya 

 (40.000.000,00) 

 JUMLAH ASET LAINNYA  686.930.000,00 

 JUMLAH ASET  21.205.813.152,64 

Sumber: Data Neraca BPBD DIY 31  Desember 2025 (unaudited) 
*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025 

Berdasarkan Tabel I.2, total aset BPBD DIY per 31 Desember 2025 (unaudited) 

sebesar Rp21.205.813.152,64 yang terdiri atas aset lancar, aset tetap, dan aset 

lainnya. Aset lancar sebesar Rp3.678.465.794,02 seluruhnya berupa persediaan. Aset 

tetap memiliki nilai bersih Rp16.840.417.358,62 setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan, dengan komposisi utama berupa peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi. Aset lainnya tercatat sebesar 

Rp686.930.000,00. Komposisi aset tersebut menunjukkan bahwa sarana dan 

prasarana BPBD DIY didominasi oleh aset tetap yang mendukung kegiatan 

operasional. 

Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025 

 

Kode 

Rekening 

Uraian Sebelum Perubahan 

(Rp) 

Setelah Perubahan 

(Rp) 

Bertambah / 

Berkurang 

(Rp) 

4   PENDAPATAN 

DAERAH 

   

4 1  PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) 

Rp0 Rp0 Rp0 

4 1 02 Retribusi Daerah Rp0 Rp0 Rp0 

 Jumlah Pendapatan Rp0 Rp0 Rp0 

5   BELANJA DAERAH Rp20.622.803.924,00 Rp18.982.338.665,00 Rp1.640.465.259,00 

5 1  BELANJA OPERASI Rp20.597.203.924,00 Rp18.903.838.665,00 Rp1.693.365.259,00 

5 1 01 Belanja Pegawai Rp14.837.988.624,00 Rp13.656.467.505,00 Rp1.181.521.119,00 

5 1 02 Belanja Barang dan 

Jasa 

Rp5.759.215.300,00 Rp5.247.371.160,00 

Rp511.844.140,00 

5 1 05 Belanja Hibah Rp0 Rp0 Rp0 

5 5 06 Belanja Bantuan Sosial Rp0 Rp0 Rp0 

5 2  BELANJA MODAL Rp25.600.000,00 Rp78.500.000,00 Rp52.900.000,00 

5 2 02 Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 

Rp25.600.000,00 Rp8.500.000,00 

Rp17.100.000,00 

5 2 03 Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan 

Rp0 Rp0 

Rp0 

5 2 05 Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 

Rp0 Rp70.000.000,00 

Rp70.000.000 
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Kode 

Rekening 

Uraian Sebelum Perubahan 

(Rp) 

Setelah Perubahan 

(Rp) 

Bertambah / 

Berkurang 

(Rp) 

 Jumlah Belanja Rp25.600.000,00 Rp78.500.000,00 Rp52.900.000,00 

 Total Surplus/(Defisit) Rp20.622.803.924,00 Rp18.982.338.665,00 Rp1.640.465.259,00 

6   PEMBIAYAAN 

DAERAH 

   

 Jumlah Penerimaan 

Pembiayaan 

Rp0 Rp0 Rp0 

 Jumlah Pengeluarah 

Pembiayaan 

Rp0 Rp0 Rp0 

 Pembiayaan Neto Rp0 Rp0 Rp0 

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPBD DIY Tahun 2025 

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana 

Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah DIY semula Rp20.622.803.924,00 dan mengalami 

perubahan menjadi Rp18.982.338.665,00 atau berkurang Rp1.640.465.259,00. 

Perubahan anggaran Tahun 2025 dilakukan sebagai bagian dari kebijakan Refocusing 

dan realokasi anggaran. 

 

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 

Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 

No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut 

1. a) Melakukan monitoring 
terhadap manajemen 
kinerja perangkat daerah 
khususnya pada komponen 
Pengukuran Kinerja dan 
Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Internal guna 
memastikan bahwa 
Pengukuran Kinerja dan 
Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Internal dengan 
melakukan upaya perbaikan 
dan peningkatan kinerja 
dengan memanfaatkan hasil 
pengukuran kinerja dan 
evaluasi akuntabilitas 
kinerja internal di Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah DIY. 

Monitoring Manajemen Kinerja : 

1. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan 

memperhatikan: 

 Identifikasi Indikator Kinerja Utama 

(IKU): Tentukan IKU yang relevan dengan 

tugas dan fungsi BPBD DIY, misalnya: 

jumlah kejadian bencana yang ditangani, 

jumlah korban yang diselamatkan, 

efektivitas penyaluran bantuan, dll.  

 Pengumpulan Data: Lakukan 

pengumpulan data secara rutin dan akurat 

terkait pencapaian IKU.  

 Analisis Data: Analisis data yang 

dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, 

masalah, dan potensi perbaikan.  

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKIP): 
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No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut 

 Evaluasi Sistematis: Lakukan evaluasi 

AKIP secara sistematis dan terstruktur, 

melibatkan tim internal yang kompeten.  

 Identifikasi Permasalahan: Identifikasi 

permasalahan yang ditemukan selama 

evaluasi, misalnya: hambatan dalam 

pelaksanaan tugas, kurangnya sumber 

daya, dll.  

 Pemberian Nilai dan Atribut: Berikan nilai 

dan atribut yang relevan terhadap kinerja 

BPBD DIY berdasarkan hasil evaluasi.  

 Pemberian Solusi: Tawarkan solusi atas 

permasalahan yang ditemukan untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. 

 b) Melakukan manajemen 
kinerja dengan baik dan 
terdokumentasi dengan 
melakukan peningkatan dan 
evaluasi atas Pengukuran 
Kinerja pada pencapaian 
kinerja, Pelaporan Kinerja 
dalam penyajian laporan 
kinerja yang menjadi 
tanggungjawab seluruh 
pegawai dan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 
Internal pada evaluasi 
pelaksanaan tindak lanjut 
hasil evaluasi akuntabilitas 
kinerja internal, guna 
meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi kinerja dalam 
mendukung pencapaian 
Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

Tindak lanjut yang dilakukan dengan 

memperhatikan : 

 Manajemen Kinerja yang Baik dan 

Terdokumentasi: 

Penting untuk mengelola kinerja secara 

sistematis dan terstruktur, dengan 

dokumentasi yang memadai.  

 Peningkatan dan Evaluasi Pengukuran 

Kinerja: 

Melakukan evaluasi dan perbaikan 

berkelanjutan terhadap cara pengukuran 

kinerja, memastikan relevansi dan akurasi 

indikator kinerja.  

 Pelaporan Kinerja: 

Menyajikan laporan kinerja yang akurat dan 

transparan, serta memastikan semua 

pegawai bertanggung jawab atas penyajian 

laporan tersebut.  

 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas 

kinerja internal, memastikan bahwa 

rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti.  

 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi 
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No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut 

Kinerja: 

Tujuan utama adalah meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh 

pegawai, sehingga dapat mendukung 

pencapaian tujuan organisasi.  

 Mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah DI Yogyakarta: 

Seluruh kegiatan manajemen kinerja ini 

diarahkan untuk mendukung pencapaian 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Daerah DI Yogyakarta.  

-  

 c) Mempertahankan serta 
meningkatkan praktik baik 
budaya kinerja yang telah 
dilakukan dalam rangka 
menunjang pencapaian nilai 
akuntabilitas kinerja 
Pemerintah Daerah DIY 

Untuk meningkatkan praktik baik budaya kinerja 

dalam rangka menunjang pencapaian nilai 

akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY 

(Daerah Istimewa Yogyakarta), langkah-langkah 

yang diambil: 

1. Peningkatan Keterlibatan Stakeholder 

 Kolaborasi yang lebih erat: Libatkan lebih 

banyak pihak dalam proses perencanaan 

dan evaluasi kebijakan. Masyarakat, 

pejabat, dan sektor swasta harus bekerja 

sama untuk memperbaiki sistem 

akuntabilitas. 

 Sosialisasi dan Pelibatan Masyarakat: 

Peningkatan keterlibatan masyarakat 

dapat dilakukan dengan cara 

memperkenalkan dan menjelaskan 

pentingnya akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kepada masyarakat 

melalui forum publik, media sosial, dan 

saluran komunikasi lainnya. 

2. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi 

 Peningkatan kapasitas pengawas: 

Pemerintah daerah dapat melibatkan lebih 

banyak lembaga pengawasan dalam 

memantau dan mengevaluasi kinerja. 

 Meningkatkan transparansi data kinerja: 
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No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut 

Membuka lebih banyak informasi terkait 

kinerja anggaran dan program. 

 

3. Penerapan Sistem Pengukuran Kinerja yang 

Jelas 

 Indikator kinerja yang terukur: Menyusun 

indikator yang spesifik, terukur, dan 

relevan dengan tujuan daerah serta 

memantau pencapaiannya secara 

berkala. 

 Sistem manajemen kinerja berbasis data: 

Pemanfaatan teknologi informasi untuk 

memantau dan melaporkan kinerja secara 

real-time akan meningkatkan 

akuntabilitas. 

4. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah 

Daerah 

 Pelatihan dan pengembangan 

profesional: Untuk meningkatkan kualitas 

kinerja, perlu ada pelatihan dan 

peningkatan kapasitas bagi aparatur 

pemerintah daerah terkait manajemen 

kinerja dan akuntabilitas. 

 Penghargaan bagi kinerja baik: 

Memberikan penghargaan kepada unit 

kerja atau pegawai yang menunjukkan 

kinerja terbaik dapat mendorong budaya 

kerja yang lebih baik dan meningkatkan 

akuntabilitas. 

5. Mendorong Inovasi dan Kreativitas 

 Adopsi teknologi dan inovasi: Pemerintah 

daerah perlu memanfaatkan teknologi 

terbaru untuk mempermudah pelaporan, 

monitoring, dan evaluasi kinerja. Sistem 

aplikasi yang efisien dan sistem informasi 

yang transparan dapat meningkatkan 

kepercayaan publik. 
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No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut 

 Mendorong budaya inovatif: Memberikan 

ruang bagi pegawai untuk memberikan 

ide-ide baru yang dapat meningkatkan 

pelayanan publik dan akuntabilitas. 

Inovasi dapat berupa kebijakan, sistem, 

atau prosedur yang lebih efisien dan 

transparan. 

6. Evaluasi dan Umpan Balik Berkala 

 Audit kinerja secara rutin: Lakukan audit 

kinerja secara berkala untuk mengetahui 

sejauh mana pencapaian kinerja 

pemerintah daerah. Temuan dari audit ini 

bisa menjadi bahan evaluasi dan 

perbaikan sistem akuntabilitas. 

 Sistem umpan balik yang efektif: 

Membuka ruang bagi masyarakat untuk 

memberikan umpan balik terhadap kinerja 

pemerintah daerah melalui platform yang 

mudah diakses, seperti aplikasi atau 

website resmi. 

7. Konsistensi dalam Penegakan Aturan 

- Penegakan disiplin dan sanksi yang adil: 
Menegakkan aturan dan memberikan 
sanksi yang tegas kepada mereka yang 
tidak memenuhi standar kinerja akan 
membantu meningkatkan akuntabilitas. 
Hal ini dapat menciptakan rasa tanggung 
jawab yang lebih besar dalam setiap 
tindakan pemerintah daerah. 
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BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja   

 
Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-

2027.  

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan baik 

melalui mekanisme Penyelarasan Kinerja maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian 

ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. 

Penyelarasan Kinerja di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan sebagai upaya integrasi 

dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sekaligus mereviu capaian kinerja 

tujuan dan sasaran strategis yang telah melampaui target guna mendorong penetapan 

target yang lebih menantang dan berdampak pada periode berikutnya. Perubahan 

anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan 

pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan Dokumen 

Penyelarasan Kinerja.   

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yang merupakan penjabaran 

operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.  

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 

Sesuai cascade kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY mendukung 

pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana”.  

 

 

 
Bab II berisi: 

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator 
Kinerja OPD 

2. Strategi dan Arah Kebijakan 
3. Struktur Program dan 

Kegiatan Tahun 2025 
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 
5. Instrumen Pendukung 

Capaian Kinerja OPD 
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Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah DIY selama lima tahun adalah: 

 “Terwujudnya Ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

Penanggulangan Bencana” 

Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dalam 

waktu lima tahun dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 2022-

2027 

N
O. 

TUJUAN/SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

Kondi
si 

Awal 
(Base
line 

2022) 

 
TARGET TAHUNAN 

Targe
t 

Akhir 
Perio
de*/R
enstr

a 

202
3 

2024 2025* 2026* 2027* 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

A. Terwujudnya 
ketangguhan Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
dalam 
penanggulangan 
bencana 

Kontribusi 
capaian 5 
prioritas dalam 
IKD terhadap 
Ketahanan 
Daerah DIY 

Persen 93,7 100 101,4 101,3* 101,3* 101,2* 101,2
* 

1. Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggaraan 
penanggulangan 
bencana 

Rerata 
capaian skor 5 
Prioritas dalam 
Indeks 
Ketahanan 
Daerah (IKD) 
DIY 

Angka 0,59 

 

0,65 0,71 0,76* 0,81* 0,86* 0,86* 

2. Meningkatnya Tata 
Kelola 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan di 
BPBD DIY 
 

Kategori RB 
Perangkat 
Daerah 
 

Indeks BB 
(> 70-

80) 

A 
(85,
85) 

A 
87,16

) 

A 
87,26)

* 

A 
88,50,

)* 

A 
(90)* 

A 
(90)* 

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja 

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, 
diuraikan dalam tabel sebagai berikut:  
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Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 

Ketangguhan 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

dalam 

menghadapi 

bencana dan 

mengurangi 

risiko bencana 

di masyarakat 

Meningkatnya 

ketahanan daerah 

menghadapi 

bencana 

1. Menguatkan 

kebijakan dan 

kelembagaan 

Penanggulangan 

Bencana 

2. Meningkatkan 

pengelolaan 

risiko dan 

perencanaan 

terpadu 

3. Mengembangkan 

Sistem Informasi, 

Diklat, dan 

logistik 

4. Menangani 

tematik kawasan 

rawan bencana 

5. Meningkatkan 

Efektivitas 

pencegahan dan 

mitigasi bencana 

1. Penguatan Peraturan Daerah 

tentang Penanggulangan 

Bencana 

2. Forum Pengurangan Risiko 

Bencana 

3. Penguatan Kebijakan Daerah 

tentang RPB 

4. Penyediaan Peta Kerentanan dan 

kajiannya untuk seluruh bahaya 

yang ada di daerah 

5. Sosialisasi pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana pada 

tiap-tiap kecamatan di 

wilayahnya 

6. Komunikasi bencana lintas 

lembaga minimal beranggotakan 

lembaga- lembaga dari sektor 

pemerintah, masyarakat 

maupun dunia usaha. 

  1. Memperkuat 

Kesiapsiagaan 

dan penanganan 

darurat bencana 

2. Mengembang 

kan Sistem 

Pemulihan 

Bencana 

1. Pusdalops PB dengan fasilitas 
minimal mampu memberikan 
respon efektif untuk 
pelaksanaan peringatan dini dan 
penanganan masa krisis 

2. Sistem pendataan bencana yang 
terhubung dengan sistem 
pendataan bencana nasional 

3. Pelatihan dan sertifikasi 
penggunaan peralatan PB 

4. Penyelenggaraan Latihan 
(Geladi) Kesiapsiagaan 

5. Kajian kebutuhan peralatan dan 
logistik kebencanaan 

6. Pengadaan kebutuhan peralatan 
dan logistik kebencanaan 

7. Penyimpanan/pergudangan 
Logistik PB 

8. Sekolah dan Madrasah Aman 
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Bencana 
9. Rumah Sakit Aman Bencana 

10. Desa Tangguh Bencana 

11. Sistem Peringatan Dini 
Bencana Tsunami 

12. Infrastruktur evakuasi bencana 
erupsi gunungapi 

13. Penentuan Status Tanggap 
Darurat 

14. Penerapan sistem komando 
operasi darurat 

15. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke 
lokasi bencana 

16. Pengerahan Tim Penyelamatan 

dan Pertolongan Korban 
17. Tersedianya mekanisme 

dan/atau rencana pemulihan 
pelayanan dasar pemerintah 
untuk setiap ancaman bencana 
yang dalam penyusunannya 
mempertimbangkan kebutuhan 
nyata dan melibatkan setiap 
pemangku kepentingan di 
daerah. 

18. Infrastruktur penting dapat 
dipulihkan dengan segera 
(misalnya dalam 1x24 jam) 
pada setiap kejadian bencana 
yang mempertimbangkan 
kebutuhan nyata dan disepakati 
oleh seluruh pemangku 
kepentingan di daerah. 

19. Perbaikan rumah penduduk 
dengan lebih baik (build back 
better)dapat dijalankan secara 
swadaya 

20. Pemulihan penghidupan 
masyarakat pasca bencana 
disusun bersama pemangku 
kepentingan dengan 
mempertimbangkan kebutuhan 
nyata dan risiko di masa depan. 

  Sumber : Dokumen Perubahan RENSTRA  Tahun 2022-2027 

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tahun 2025 dapat dijabarkan 

sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap 

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 

Tujuan  Sasaran  Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Sebelum Perubahan 
(Rp) 

Setelah Perubahan 
(Rp) 

Bertambah/ 
Berkurang (Rp) 

Terwujudnya 
ketangguhan 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
dalam 
penanggulangan 
bencana 

1. Meningkatnya 
Tata Kelola 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan di 
BPBD DIY 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

Rp17.223.543.674,00 Rp15.956.282.555,00 (Rp1.267.261.119,00)  

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah Rp20.451.100,00 Rp18.051.100,00 (Rp2.400.000,00) 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah Rp5.500.000,00 Rp5.500.000,00 Rp0,00 

Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-SKPD 

Rp7.100.000,00 Rp7.100.000,00 Rp0,00 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Rp7.851.100,00 Rp5.451.100,00 ( Rp2.400.000,00 ) 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Rp14.862.434.624,00 Rp13.680.913.505,00 (Rp1.181.521.119,00) 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Rp14.837.988.624,00 Rp13.656.467.505,00 (Rp1.181.521.119,00) 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Rp8.578.000,00 Rp8.578.000,00 Rp0,00 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Rp4.050.000,00 Rp4.050.000,00 Rp0,00 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Rp11.818.000,00 Rp11.818.000,00 Rp0,00 

Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat 
Daerah 

Rp17.400.000,00 Rp14.700.000,00 ( Rp2.700.000,00 ) 

Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Rp17.400.000,00 Rp14.700.000,00 ( Rp2.700.000,00 ) 
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Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Rp204.244.200,00 Rp123.604.200,00 ( Rp80.640.000,00 ) 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD Rp164.011.000,00 Rp83.371.000,00 ( Rp80.640.000,00 ) 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Rp1.800.064.500,00 Rp1.800.064.500,00 Rp0,00 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik Rp753.496.500,00 Rp753.496.500,00 Rp0,00 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Rp1.046.568.000,00 Rp1.046.568.000,00 Rp0,00 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Rp318.949.250,00 Rp318.949.250,00 Rp0,00 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Rp27.497.000,00 Rp27.497.000,00 Rp0,00 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Rp184.553.450,00 Rp184.553.450,00  Rp0,00  

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Rp85.490.800,00 Rp85.490.800,00  Rp0,00 
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Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya Rp21.408.000,00 Rp21.408.000,00 Rp0,00 

2. Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggaraan 
penanggulangan 
bencana 

PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

Rp2.647.017.250,00 Rp2.518.867.410,00 Rp128.149.840,00 

Pelayanan Informasi 
Rawan Bencana 
Provinsi 

Rp247.968.890,00 Rp220.835.050,00 Rp27.133.840,00 

Penyusunan Kajian Risiko 
Bencana Provinsi 

Rp247.968.890,00 Rp220.835.050,00 Rp27.133.840,00 

Pelayanan Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana Rp1.588.490.950,00 Rp1.541.470.950,00 Rp47.020.000,00 

Pengendalian Operasi 
dan Penyediaan Sarana 
Prasarana Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Rp290.701.200,00 Rp285.881.200,00 Rp4.820.000,00 

Pengembangan 
Kapasitas Tim Reaksi 
Cepat (TRC) Bencana 

Rp497.654.750,00 Rp458.654.750,00 Rp39.000.000,00 

Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan Bencana 

Rp800.135.000,00 Rp796.935.000,00 Rp3.200.000,00 

Pelayanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

Rp706.234.450,00 Rp656.278.450,00 Rp49.956.000,00 

Respon Cepat 
Penanganan Darurat 
Bencana Rp192.440.450,00 Rp152.440.450,00 Rp40.000.000,00 

Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

Rp513.794.000,00 Rp503.838.000,0 Rp9.956.000,00 

Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan 
Bencana Rp104.322.960,00 Rp100.282.960,00 Rp4.040.000,00 

Penanganan Pasca 
Bencana Provinsi 

Rp104.322.960,00 Rp100.282.960,00 Rp4.040.000,00 
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PROGRAM 
PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN NON 
KEBAKARAN 

Rp52.243.000,00 Rp37.743.000,00 Rp14.500.000,00 

Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan 
Kebakaran dan 
Penyelamatan Non 
Kebakaran 

Rp52.243.000,00 Rp37.743.000,00 Rp14.500.000,00 

Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan Kebakaran 
dan Penyelamatan Non 
Kebakaran 

Rp52.243.000,00 Rp37.743.000,00 Rp14.500.000,00 

URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR Rp700.000.000,00 Rp469.445.700,00 Rp230.554.300,00 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KEBUDAYAAN Rp700.000.000,00 Rp469.445.700,00 Rp230.554.300,00 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA 
URUSAN 
KEBUDAYAAN 

Rp700.000.000,00 Rp469.445.700,00 Rp230.554.300,00 

 
Adat, Seni, Tradisi dan 
Lembaga Budaya 

Rp700.000.000,00 Rp469.445.700,00 Rp230.554.300,00 

Pembangunan Ketahanan 
Sosial Budaya 

Rp700.000.000,00 Rp469.445.700,00 Rp230.554.300,00 

Total Anggaran yang berkontribusi terhadap Pencapaian 
Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 20.597.203.924,00 18.982.338.665,00 25.600.000,00 

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BPBD DIY Tahun 2025 
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2.4.  Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada  pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun 

Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 

yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut: 

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah DIY Tahun 2025 

No. 
Tujuan 

Perangkat 
Daerah 

Indikator 
Kinerja  

Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan Target  

1. Terwujudnya 
Ketangguhan 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta dalam 
penanggulangan 
bencana 

Kontribusi capaian 
5 prioritas dalam 
IKD terhadap 
Ketahanan Daerah 
di DIY 

Persen 101,3 Triwulan I 101,3 

Triwulan II 101,3 

Triwulan 
III 

101,3 

Triwulan 
IV 

101,3*) 

Keterangan: 

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan lV karena bersifat outcome 

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah DIY Tahun 2025 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja  

Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan Target  

1. Meningkatnya 
Kapasitas 
penyelenggaraan 
penanggulangan 
bencana 

Rerata capaian 
skor 5 Prioritas 
dalam Indeks 
Ketahanan Daerah 
(IKD) DIY 

Angka 0,76 Triwulan I 0,76 

Triwulan II 0,76 

Triwulan III 0,76 

Triwulan IV 0,76* 

2. Meningkatnya Tata 
Kelola 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan di 
BPBD DIY 

Kategori RB 
Perangkat Daerah 

 

Indeks A (87,16) 
 

Triwulan I A (87,16) 

Triwulan II A (87,16) 

Triwulan III A (87,16) 

Triwulan IV A (87,16)* 

 

Keterangan: 

 *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan lV karena bersifat outcome 
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1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat 

dukungan anggaran sebagai berikut:  

  

No. Program Perangkat Daerah Anggaran 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi (APBD) 

Rp 15.956.282.555,00 

2. Program Penanggulangan Bencana (APBD) Rp   2.518.867.140,00 

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan 

Non Kebakaran (APBD) 

Rp        37.743.000,00 

4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS) 

Rp   545.170.200,00 

 Jumlah Anggaran Rp 19.058.063.165,00 

  

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV 

 

Pada tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY melaksanakan reviu 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya Penyelarasan Kinerja dan 

perubahan anggaran kegiatan dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2025 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah DIY Tahun 2025 

No. 
Tujuan 

Perangkat 
Daerah 

Indikator 
Kinerja  

Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan Target  

1. Terwujudnya 
ketangguhan 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta dalam 
penanggulangan 
bencana 

Kontribusi capaian 
5 prioritas dalam 
IKD terhadap 
Ketahanan Daerah 
DIY 

Persen 101,3 Triwulan I 101,3 

Triwulan II 101,3 

Triwulan 
III 

101,3 

Triwulan 
IV 

101,3** 

Keterangan: 

* Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja      

** Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja  

Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan Target  

1. Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggaraan 
penanggulangan 
bencana 

Rerata capaian 
skor 5 Prioritas 
dalam Indeks 
Ketahanan Daerah 
(IKD) DIY 

angka 0,76 Triwulan I 0,76 

Triwulan II 0,76 

Triwulan III 0,76 

Triwulan IV 0,76** 

22
. 

Meningkatnya Tata 
Kelola 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan di 
BPBD DIY 

Kategori RB 
Perangkat Daerah 
 

indeks A (87,26) 
 

Triwulan I A (87,26) 

Triwulan II A (87,26) 

Triwulan III A (87,26) 

Triwulan IV A (87,26)** 

 

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat 

dukungan anggaran sebagai berikut:  

  

No. Program Perangkat Daerah Anggaran 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

Rp 15.956.282.555,00 

2. Program Penanggulangan Bencana Rp   2.518.867.140,00 

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan 

Non Kebakaran 

Rp        37.743.000,00 

4.  Program Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Kebudayaan 

Rp   469.445.700,00 

 Jumlah Anggaran Rp 18.982.338.665,00 

  

2. *Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja 

3. ** Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 

di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id 

yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional 

Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian 

kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.  

 

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP 

 

 

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/ 

 

 

 

2. Instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan 

secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi Co reforms 

space yang mengintegrasikan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi. 

 
Gambar II.2. Co Reforms Space 

 

 
Sumber:http:// https://biroorganisasi.jogjaprov.go.id/coreformspace/menu.php/ 
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BAB III Akuntabilitas Kinerja 

 

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah 

melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang 

diperjanjikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2025. Pengukuran mengacu 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai 

peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut: 

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No. 
Interval Nilai 

Realisasi Kinerja  
Kriteria Penilaian 
Realisasi Kinerja  

Kode 

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik  Hijau Tua  

2. 76 ≤ 90 Tinggi  Hijau Muda  

3. 66 ≤ 75 Sedang  Kuning Tua 

4. 51 ≤ 65 Rendah  Kuning Muda  

5. ≤ 50 Sangat Rendah  Merah 

❖ Sumber:  Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

  Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025 

N
O 

TUJUAN/ 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR/META 
INDIKATOR/ 

PENJELASAN META 
INDIKATOR 

SATU
AN 

BAS
E 

LINE 
2022 

REAL
ISASI  
2024 

TAHUN 2025 

TARGE
T AKHIR 
RPJMD/
RENST

RA 

TAR
GET* 

REALI 
SASI 

PERSE
N 

TASE 

KRIT
ERIA

/ 
KOD

E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A Terwujudnya 
ketangguhan 
Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 
dalam 
penanggulanga
n bencana 

Indikator: 
Kontribusi capaian 5 
prioritas dalam IKD 
terhadap Ketahanan 
Daerah DIY 
 
Meta Indikator:  

Rerata capaian skor 5 

Prioritas dalam Indeks 

Ketahanan Daerah 

(IKD) DIY dibagi angka 

Indeks Ketahanan 

Daerah (IKD) DIY dikali 

100% 

Penjelasan detail dari 

Persen 93,7 100 101,3
* 

101,3
2 

100,02
%  
 

Sa
ng
at 
Bai
k 

101,2 

 

Bab III berisi : 
1. Capaian Kinerja Tahun 

2025 
2. Capaian Kinerja Lainnya 
3. Efisiensi Anggaran 
4. Inovasi 
5. Lintas Sektor 
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N
O 

TUJUAN/ 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR/META 
INDIKATOR/ 

PENJELASAN META 
INDIKATOR 

SATU
AN 

BAS
E 

LINE 
2022 

REAL
ISASI  
2024 

TAHUN 2025 

TARGE
T AKHIR 
RPJMD/
RENST

RA 

TAR
GET* 

REALI 
SASI 

PERSE
N 

TASE 

KRIT
ERIA

/ 
KOD

E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Meta Indikator: 

Berdasarkan Surat 

dari BNPB Nomor B-

005/BNPB/PERB/SS.0

1.02/1/2026 Perihal 

Nilai IKD 2025 

Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, 

hasil perhitungan nilai 

IKD DIY Tahun 2025 

sebesar 0,76 dengan 

rincian sebagai 

berikut: 1. Perkuatan 

Kebijakan dan 

Kelembagaan : 0,83 

2. Pengkajian Risiko 

dan Perencanaan 

Terpadu : 0,93 3. 

Pengembangan 

Sistem Informasi, 

Diklat, dan Logistik : 

0,81 4. Penanganan 

Tematik Kawasan 

Rawan Bencana : 

0,95 5. Peningkatan 

Efektivitas 

Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana : 

0,70 6. Perkuatan 

Kesiapsiagaan dan 

Penanganan Darurat 

Bencana : 0,75 7. 

Pengembangan 

Sistem Pemulihan 

Bencana : 0,66 

Formulasi 

Perhitungan: Rerata 

capaian skor 5 

Prioritas dalam 

Indeks Ketahanan 

Daerah (IKD) DIY 

dibagi angka Indeks 

Ketahanan Daerah 

(IKD) DIY dikali 

100% 5 Prioritas 

dalam IKD yang 

dimaksud sebagai 

berikut: 1. 

Pengembangan 

Sistem Informasi, 

Diklat, dan Logistik 2. 

Penanganan Tematik 
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N
O 

TUJUAN/ 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR/META 
INDIKATOR/ 

PENJELASAN META 
INDIKATOR 

SATU
AN 

BAS
E 

LINE 
2022 

REAL
ISASI  
2024 

TAHUN 2025 

TARGE
T AKHIR 
RPJMD/
RENST

RA 

TAR
GET* 

REALI 
SASI 

PERSE
N 

TASE 

KRIT
ERIA

/ 
KOD

E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kawasan Rawan 

Bencana 3. 

Peningkatan 

Efektivitas 

Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana 4. 

Perkuatan 

Kesiapsiagaan dan 

Penanganan Darurat 

Bencana 5. 

Pengembangan 

Sistem Pemulihan 

Bencana Perhitungan 

Kontribusi capaian 5 

prioritas dalam IKD 

terhadap Ketahanan 

Daerah DIY pada 

Tahun 2025 sebagai 

berikut: = 

((0,81+0,95+0,70+0

,75+0,66)/ 5) / IKD x 

100% = (3,87/ 5) / 

0,76 x 100% = 0,77 / 

0,76 x 100% = 101,3 

% 

1 Meningkatny
a kapasitas 
penyelengga
raan 
penanggulan
gan bencana 

Indikator: 
Rerata capaian skor 
5 Prioritas dalam 
Indeks Ketahanan 
Daerah (IKD) DIY 
Meta Indikator:  
(Skor 
Pengembangan 
Sistem Informasi, 
Diklat, dan Logistik + 
Skor Penanganan 
Tematik Kawasan 
Rawan Bencana + 
Skor Peningkatan 
Efektivitas 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana + 
Skor Perkuatan 
Kesiapsiagaan dan 
Penanganan 
Darurat Bencana + 
Skor 
Pengembangan 
Sistem Pemulihan 
Bencana) dibagi 5 
Penjelasan detail 
dari Meta Indikator: 

Berdasarkan Surat 
dari BNPB Nomor 
B-
005/BNPB/PERB/SS

angka 0,59 0,65 0,76* 0,77  101,32
% 

Sa
ng
at 
Bai
k 

0,86 



35 
 

N
O 

TUJUAN/ 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR/META 
INDIKATOR/ 

PENJELASAN META 
INDIKATOR 

SATU
AN 

BAS
E 

LINE 
2022 

REAL
ISASI  
2024 

TAHUN 2025 

TARGE
T AKHIR 
RPJMD/
RENST

RA 

TAR
GET* 

REALI 
SASI 

PERSE
N 

TASE 

KRIT
ERIA

/ 
KOD

E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

.01.02/1/2026 
Perihal Nilai IKD 
2025 Provinsi 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta, hasil 
perhitungan nilai 
IKD DIY Tahun 
2025 sebesar 0,76 
dengan rincian 
sebagai berikut: 
 
1. Perkuatan 
Kebijakan dan 
Kelembagaan : 
0,83 
2. Pengkajian 
Risiko dan 
Perencanaan 
Terpadu : 0.93 
3. Pengembangan 
Sistem Informasi, 
Diklat, dan Logistik 
: 0,81 
4. Penanganan 
Tematik Kawasan 
Rawan Bencana : 
0,95 
5. Peningkatan 
Efektivitas 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana : 
0,70 
6. Perkuatan 
Kesiapsiagaan dan 
Penanganan 
Darurat Bencana : 
0,75 
7. Pengembangan 
Sistem Pemulihan 
Bencana : 0,66 
 
Formulasi 
Perhitungan: 
Rerata capaian skor 
5 Prioritas dalam 
Indeks Ketahanan 
Daerah (IKD) DIY 
dibagi angka 
Indeks Ketahanan 
Daerah (IKD) DIY 
dikali 100% 
 
5 Prioritas dalam 
IKD yang dimaksud 
sebagai berikut: 
1. Pengembangan 
Sistem Informasi, 
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N
O 

TUJUAN/ 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR/META 
INDIKATOR/ 

PENJELASAN META 
INDIKATOR 

SATU
AN 

BAS
E 

LINE 
2022 

REAL
ISASI  
2024 

TAHUN 2025 

TARGE
T AKHIR 
RPJMD/
RENST

RA 

TAR
GET* 

REALI 
SASI 

PERSE
N 

TASE 

KRIT
ERIA

/ 
KOD

E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Diklat, dan Logistik 
2. Penanganan 
Tematik Kawasan 
Rawan Bencana 
3. Peningkatan 
Efektivitas 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
4. Perkuatan 
Kesiapsiagaan dan 
Penanganan 
Darurat Bencana 
5. Pengembangan 
Sistem Pemulihan 
Bencana 
 
Perhitungan Rerata 
capaian skor 5 
Prioritas dalam 
Indeks Ketahanan 
Daerah (IKD) DIY 
pada Tahun 2025 
sebagai berikut: 
= 
(0,81+0,95+0,70+
0,75+0,66)/5 
=3,87/5 
= 0,77 

2 Meningkatny
a Tata Kelola 
Penyelengga
raan Urusan 
Pemerintaha
n di BPBD 
DIY 

Indikator: 
Kategori RB 
Perangkat Daerah 
 
Meta Indikator: 
Hasil Penilaian 
Kategori Reformasi 
Birokrasi Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
pada tahun-n 
 

Penjelasan detail dari 
Meta Indikator: 
Kategori (Nilai) 
Reformasi Birokrasi 
Perangkat Daerah 
diperoleh berdasarkan 
hasil evaluasi 
terhadap 
pelaksanaan: 
1. Reformasi 

Birokrasi 
General 
Perangkat 
Daerah; dan 

2. Reformasi 
Birokrasi Tematik 
Perangkat 
Daerah. 

indeks BB A 
(87,1
6) 

A 
(87,2
6)* 

A 

(89,96
) 

103,09 
%  

Sa
ng
at 
Bai
k 

A (90) 

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja 
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Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai 

berikut: 

 

1.1.1. Tujuan Perangkat Darah 

Kinerja Tujuan Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

penanggulangan bencana diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut: 

    Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

Tujuan Indikator Meta Indikator Penjelasan detail dari Meta Indikator 

1 2 3 4 

Terwujudnya 

ketangguhan 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam 

penanggulangan 

bencana 

Kontribusi capaian 
5 prioritas dalam 
IKD terhadap 
Ketahanan Daerah 
DIY 

Rerata capaian skor 5 

Prioritas dalam Indeks 

Ketahanan Daerah (IKD) 

DIY dibagi angka Indeks 

Ketahanan Daerah (IKD) 

DIY dikali 100% 

Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah 

(IKD) DIY dilaksanakan pada akhir 

Tahun-n (Akhir Tahun 2025). 

Berdasarkan Surat dari BNPB Nomor B-

005/BNPB/PERB/SS.01.02/1/2026 

Perihal Nilai IKD 2025 Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, hasil perhitungan 

nilai IKD DIY Tahun 2025 sebesar 0,76 

dengan rincian sebagai berikut: 1. 

Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan : 

0,83 2. Pengkajian Risiko dan 

Perencanaan Terpadu : 0,93 3. 

Pengembangan Sistem Informasi, 

Diklat, dan Logistik : 0,81 4. 

Penanganan Tematik Kawasan Rawan 

Bencana : 0,95 5. Peningkatan 

Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi 

Bencana : 0,70 6. Perkuatan 

Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat 

Bencana : 0,75 7. Pengembangan 

Sistem Pemulihan Bencana : 0,66 

Formulasi Perhitungan: Rerata capaian 

skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan 

Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks 

Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 

100% 5 Prioritas dalam IKD yang 

dimaksud sebagai berikut: 1. 

Pengembangan Sistem Informasi, 

Diklat, dan Logistik 2. Penanganan 

Tematik Kawasan Rawan Bencana 3. 

Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana 4. Perkuatan 

Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat 

Bencana 5. Pengembangan Sistem 

Pemulihan Bencana Perhitungan 

Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD 

terhadap Ketahanan Daerah DIY pada 

Tahun 2025 sebagai berikut: = 

((0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/ 5) / 

IKD x 100% = (3,87/ 5) / 0,76 x 100% 
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Tujuan Indikator Meta Indikator Penjelasan detail dari Meta Indikator 

1 2 3 4 

= 0,77 / 0,76 x 100% = 101,32 % 

Sumber Data diolah dari sengguh.jogjaprov.go.id 

 

Kinerja Tujuan Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

penanggulangan bencana dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel III. 7       Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025 

N

o 

Indikator 

Tujuan 

Realisasi 

2024 

2025 

Target Akhir 

Renstra 

(2027) 

Capaian s/d 

2025 terhadap 

target 2027(%) 
Target Realisasi 

% 

Realisa

si* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Kontribusi 

capaian 5 

prioritas 

dalam IKD 

terhadap 

Ketahanan 

Daerah DIY  

Meta 

Indikator 

Rerata 

capaian skor 

5 Prioritas 

dalam 

Indeks 

Ketahanan 

Daerah (IKD) 

DIY dibagi 

angka 

Indeks 

Ketahanan 

Daerah (IKD) 

DIY dikali 

100% 

Penjelasan 
detail dari 
Meta 
Indikator: 
Berdasarkan 

Surat dari 

BNPB Nomor 

B-

101,4 101,3 101,32 

(Perhitungan 

Kontribusi capaian 

5 prioritas dalam 

IKD terhadap 

Ketahanan Daerah 

DIY pada Tahun 

2025 sebagai 

berikut: = 

((0,81+0,95+0,70

+0,75+0,66)/ 5) / 

IKD x 100% = 

(3,87/ 5) / 0,76 x 

100% = 0,77 / 

0,76 x 100% = 

101,32 % 

100,02 

% 

 

101,2 100,12% 
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005/BNPB/PE

RB/SS.01.02/

1/2026 

Perihal Nilai 

IKD 2025 

Provinsi 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta, 

hasil 

perhitungan 

nilai IKD DIY 

Tahun 2025 

sebesar 0,76 

dengan 

rincian 

sebagai 

berikut: 1. 

Perkuatan 

Kebijakan dan 

Kelembagaan 

: 0,83 2. 

Pengkajian 

Risiko dan 

Perencanaan 

Terpadu : 

0,93 3. 

Pengembang

an Sistem 

Informasi, 

Diklat, dan 

Logistik : 0,81 

4. 

Penanganan 

Tematik 

Kawasan 

Rawan 

Bencana : 

0,95 5. 

Peningkatan 

Efektivitas 

Pencegahan 

dan Mitigasi 

Bencana : 

0,70 6. 

Perkuatan 

Kesiapsiagaan 

dan 

Penanganan 

Darurat 

Bencana : 

0,75 7. 

Pengembang
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an Sistem 

Pemulihan 

Bencana : 

0,66 

Formulasi 

Perhitungan: 

Rerata 

capaian skor 

5 Prioritas 

dalam Indeks 

Ketahanan 

Daerah (IKD) 

DIY dibagi 

angka Indeks 

Ketahanan 

Daerah (IKD) 

DIY dikali 

100% 5 

Prioritas 

dalam IKD 

yang 

dimaksud 

sebagai 

berikut: 1. 

Pengembang

an Sistem 

Informasi, 

Diklat, dan 

Logistik 2. 

Penanganan 

Tematik 

Kawasan 

Rawan 

Bencana 3. 

Peningkatan 

Efektivitas 

Pencegahan 

dan Mitigasi 

Bencana 4. 

Perkuatan 

Kesiapsiagaan 

dan 

Penanganan 

Darurat 

Bencana 5. 

Pengembang

an Sistem 

Pemulihan 

Bencana 

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja 
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Analisis Ketercapaian Tujuan :  Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: 

a. Tercapai 101,3%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 

101,32% (melebihi target). 

b. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 sebesar 

101,2%.  

 

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja : 

a. Adanya kebijakan dan aturan daerah yang mendukung ketahanan daerah  

b. Koordinasi dan kerja sama antar instansi yang berjalan baik  

c. Perencanaan yang disusun berdasarkan data dan kondisi di lapangan  

d. Dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan  

e. Kapasitas dan kompetensi aparatur yang cukup  

f. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat  

g. Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait  

h. Ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi pendukung 

 

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : 

a. Keterbatasan kapasitas organisasi dalam manajemen bencana.  

b. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana masih rendah.  

c. Keterbatasan peralatan tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan fasilitas 

evakuasi. 

d. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi 

pascabencana. 
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Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian 

No. Risiko Penyebab Dampak 
Rencana Tindak 

Pengendalian 

1 Regulasi, kelembagaan, 
dan perencanaan 

Masih perlu penguatan 
tata kelola risiko untuk 
mendorong kerjasama 
kemitraan, 
perbaikan/kelembagaan 
mekanisme, penguatan 
kelembagaan dan 
penguatan kebijakan 
pada pelaksanaan 
pengurangan risiko 
bencana dan 
pengelolaan 
sumberdaya. 

Penerbitan 
peraturan, 
pelaksanaan 
kebijakan, 
penguatan 
kelembagaan, 
serta kerjasama 
kemitraan tertunda 

Meningkatkan koordinasi dan 
kerjasama kemitraan dengan 
berbagai pihak terkait 
pengurangan risiko bencana 
dan pengelolaan sumberdaya. 

2 Sistem informasi dan 
peringatan bencana 

Belum tersusun dengan 
baik pembangunan 
database dan sistem 
informasi kinerja 
pencegahan dan 
kesiap-siagaan 
berkoordinasi dengan 
pusat data, informasi 
dan humas. 

Informasi 
kebencanaan dan 
sistem mitigasi 
kebencanaan 
belum terstruktur 
dengan baik 

Menyiapkan petugas dan 
instruktur cadangan apabila 
pada saat bersamaan terjadi 
bencana yang harus direspon. 

3 Penilaian upaya 
penelitian, pendidikan dan 
pelatihan terkait 
penanggulangan bencana 

Perlu peningkatan 
pemahaman aparat dan 
masyarakat akan risiko 
bencana dengan 
penguatan kebijakan 
dan implementasi 
didasarkan pada 
kerentanan, 
keterpaparan, kapasitas 
bahaya dan lingkungan. 

Masih lambatnya 
penelitian dan 
pengembangan 
pendidikan terkait 
kebencanaan 

Mengadakan pelatihan dan 
peningkatan kapasitas satuan 
pendidikan aman bencana 
(SPAB) melalui team 
peneliti melakukan FGD 
(Focus Group Discussion) 
dengan guru serta pihak 
sekolah. 

4 Upaya pengurangan 
faktor-faktor risiko 
bencana 

Masih diperlukan 
penataan kegiatan 
pengurangan risiko 
bencana, 
pemberdayaan 
masyarakat, 
kesiapsiagaan 
berdasarkan 
kewenangan tugas dan 
fugsi, jenis bencana 
dan daerah rawan 
bencana serta strategi 
pencapaiannya secara 
terencana dan terukur. 

Masih lambatnya 
penelitian dan 
pengembangan 
pendidikan terkait 
kebencanaan 

Penguatan kapasitas 
kesiapsiagaan yang 
teringegrasi untuk mengurangi 
risiko bencana, salah satunya 
melalui kerjasama lintas 
sektor di DIY. 
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No. Risiko Penyebab Dampak 
Rencana Tindak 

Pengendalian 

5 Upaya kesiap-siagaan 
daerah untuk 
penanggulangan bencana 

Perlu peningkatan 
investasi PRB untuk 
katangguhan/resilensi 
dengan meningkatkan 
investasi publik dan 
swasta dalam mitigasi 
struktural dan non 
struktural untuk 
meningkatkan 
ketahanan sebagai 
pendorong inovasi, 
pertumbuhan dan 
penciptaan lapangan 
kerja. 

Investasi PRB baik 
publik maupun 
swasta terkait 
penanggulangan 
dan kesiap-
siagaan bencana 
masih rendah 

Integrasi PRB ke dalam 
kurikulum pendidikan formal. 

 

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, 

yakni Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan 

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY. 

 

1.1.2.  Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan 

bencana 

Kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan 

bencana diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut: 

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

No Sasaran Indikator Meta Indikator Penjelasan  

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya 
kapasitas 
penyelenggaraan 
penanggulangan 
bencana 

Rerata capaian skor 5 

Prioritas dalam Indeks 

Ketahanan Daerah (IKD) 

DIY 

 

(Skor Pengembangan Sistem 

Informasi, Diklat, dan Logistik + 

Skor Penanganan Tematik 

Kawasan Rawan Bencana + 

Skor Peningkatan Efektivitas 

Pencegahan dan Mitigasi 

Bencana + Skor Perkuatan 

Kesiapsiagaan dan 

Penanganan Darurat Bencana + 

Skor Pengembangan Sistem 

Pemulihan Bencana) dibagi 5 

Berdasarkan Surat dari BNPB Nomor 

B-005/BNPB/PERB/SS.01.02/1/2026 

Perihal Nilai IKD 2025 Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, hasil perhitungan 

nilai IKD DIY Tahun 2025 sebesar 0,76 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Perkuatan Kebijakan dan 

Kelembagaan : 0,83 

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan 

Terpadu : 0.93 

3. Pengembangan Sistem Informasi, 

Diklat, dan Logistik : 0,81 

4. Penanganan Tematik Kawasan 

Rawan Bencana : 0,95 
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No Sasaran Indikator Meta Indikator Penjelasan  

1 2 3 4 5 

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan 

dan Mitigasi Bencana : 0,70 

6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan 

Penanganan Darurat Bencana : 0,75 

7. Pengembangan Sistem Pemulihan 

Bencana : 0,66 

Formulasi Perhitungan: 

Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY 

dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah 

(IKD) DIY dikali 100% 

5 Prioritas dalam IKD yang dimaksud 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan Sistem Informasi, 

Diklat, dan Logistik 

2. Penanganan Tematik Kawasan 

Rawan Bencana 

3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan 

dan Mitigasi Bencana 

4. Perkuatan Kesiapsiagaan dan 

Penanganan Darurat Bencana 

5. Pengembangan Sistem Pemulihan 

Bencana. 

Perhitungan Rerata capaian skor 5 

Prioritas dalam Indeks Ketahanan 

Daerah (IKD) DIY pada Tahun 2025 

sebagai berikut: 

= (0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/5 

=3,87/5 

= 0,77 

 

Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dilaksanakan pada akhir Tahun-n (Akhir 

Tahun 2025). Berdasarkan Surat dari BNPB Nomor B-005/BNPB/PERB/SS.01.02/1/2026 

Perihal Nilai IKD 2025 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil perhitungan nilai IKD DIY 

Tahun 2025 sebesar 0,76 dengan rincian sebagai berikut: 

 

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan : 0,83 

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu : 0.93 

3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik : 0,81 

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana : 0,95 
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5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana : 0,70 

6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana : 0,75 

7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana : 0,66 

 

Formulasi Perhitungan: 

Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100% 

5 Prioritas dalam IKD yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik 

2. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 

3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 

4. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 

5. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 

 

Perhitungan Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY pada 

Tahun 2025 sebagai berikut: 

 

= (0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/ 5 

= 3,87/ 5 

= 0,77 

 

Kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

Indikator Sasaran 
Realisasi 

2024 

2025 
Target 

Akhir 

Periode*

/Renstra 

(2027) 

Capaian s/d 

2025 

terhadap 

target 

2027*(%) 

Target* Realisasi % Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 

Rerata capaian skor 
5 Prioritas dalam 
Indeks Ketahanan 
Daerah (IKD) DIY 

Meta Indikator : 

Perhitungan Indeks 
Ketahanan Daerah 
(IKD) DIY 
dilaksanakan pada 
akhir Tahun-n (Akhir 
Tahun 2025). 
Berdasarkan Surat 
dari BNPB Nomor B-
005/BNPB/PERB/SS
.01.02/1/2026 Perihal 
Nilai IKD 2025 
Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, 
hasil perhitungan 
nilai IKD DIY Tahun 
2025 sebesar 0,76 

(0,71) (0,76)* (0,77) 

(Perhitung

an Rerata 

capaian 

skor 5 

Prioritas 

dalam 

Indeks 

Ketahanan 

Daerah 

(IKD) DIY 

pada 

Tahun 

2025 

sebagai 

berikut: 

 

101,32% 

(0,77 / 0,76 

x100%) 

A  

(0,86)* 

89,53% 

(0,77 / 0,86 x 

100%) 
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Indikator Sasaran 
Realisasi 

2024 

2025 
Target 

Akhir 

Periode*

/Renstra 

(2027) 

Capaian s/d 

2025 

terhadap 

target 

2027*(%) 

Target* Realisasi % Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 

dengan rincian 
sebagai berikut: 

 

1. Perkuatan 
Kebijakan dan 
Kelembagaan : 0,83 

2. Pengkajian Risiko 
dan Perencanaan 
Terpadu : 0.93 

3. Pengembangan 
Sistem Informasi, 
Diklat, dan Logistik : 
0,81 

4. Penanganan 
Tematik Kawasan 
Rawan Bencana : 
0,95 

5. Peningkatan 
Efektivitas 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana : 
0,70 

6. Perkuatan 
Kesiapsiagaan dan 
Penanganan Darurat 
Bencana : 0,75 

7. Pengembangan 
Sistem Pemulihan 
Bencana : 0,66 

 
Penjelasan detail dari 
Meta Indikator: 
Rerata capaian skor 5 
Prioritas dalam 
Indeks Ketahanan 
Daerah (IKD) DIY 
dibagi angka Indeks 
Ketahanan Daerah 
(IKD) DIY dikali 100% 
5 Prioritas dalam IKD 
yang dimaksud 
sebagai berikut: 
1. Pengembangan 
Sistem Informasi, 
Diklat, dan Logistik 
2. Penanganan 
Tematik Kawasan 
Rawan Bencana 
3. Peningkatan 
Efektivitas 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
4. Perkuatan 
Kesiapsiagaan dan 

= 

(0,81+0,95

+0,70+0,7

5+0,66)/ 5 

= 3,87/ 5 

= 0,77) 
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Indikator Sasaran 
Realisasi 

2024 

2025 
Target 

Akhir 

Periode*

/Renstra 

(2027) 

Capaian s/d 

2025 

terhadap 

target 

2027*(%) 

Target* Realisasi % Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 

Penanganan Darurat 
Bencana 
5. Pengembangan 
Sistem Pemulihan 
Bencana 

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja 

 

Analisis Ketercapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Perangkat Daerah 

a. Target tahun 2025 (0,76) realisasi (0,77), dengan demikian prosentase realisasi 

terhadap target sebesar (101.32%) (terlampaui); 

b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar (0,71), terdapat kenaikan sebesar (0,06); 

c. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 (0,86). 

 

Keberhasilan capaian Sasaran 1,  dengan Indikator Rerata capaian skor 5 Prioritas 

dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY tersebut didukung oleh keberhasilan 

program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: 

 

Tabel III. 8 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 

1 

Program 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Target Realisasi %Capaian 

1. Program 

Penanggulanga

n Bencana 

 Skor Sistem 

Informasi, 

Diklat dan 

Logistik dalam 

IKD DIY  

0,77 0,81 105,19% 

  Skor 

Efektivitas 

Pencegahan 

dan Mitigasi 

Bencana 

dalam IKD DIY  

0,70 0,70 100% 

  Skor 

Kesiapsiagaan 

dan 

Penanganan 

Darurat 

Bencana 

dalam IKD DIY 

0,75 0,75 100% 
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Program 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Target Realisasi %Capaian 

  Skor Sistem 

Pemulihan 

Bencana 

dalam IKD DIY 

0,77 0,66 85,7% 

  Skor 

Penanganan 

Tematik 

Kawasan 

Rawan 

Bencana 

dalam IKD DIY 

0,82 0,95 115,85% 

 1.1.  

Pelayanan 

Informasi Rawan 

Bencana Provinsi 

    

 Penyusunan Kajian 

Risiko Bencana 

Provinsi 

1. Jumlah 

Dokumen 

Kajian Risiko 

Bencana yang 

Dilegalkan 

(Indikator 

SIPD)  

2 

Dokumen 

2 

Dokumen 

100% 

 1.2 Pelayanan  

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

    

 Pengembangan 

Kapasitas Tim 

Reaksi Cepat (TRC) 

Bencana 

1. Jumlah 

personil TRC 

tingkat 

Provinsi yang 

memiliki 

sertifikasi 

kompetensi 

untuk 

penanganan 

awal darurat 

bencana 

(Indikator 

SIPD 

31 Orang 31 Orang 100% 
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Program 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Target Realisasi %Capaian 

 Penyediaan 

Peralatan 

Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan 

Bencana 

1. Jumlah 

keluarga yang 

berada di 

kawasan risiko 

tinggi bencana 

lintas 

Kabupaten/Kot

a yang 

memperoleh 

peralatan 

perlindungan 

diri dan 

kesiapsiagaan 

terhadap 

bencana 

(Indiikator 

SIPD) : 25 Unit 

dari 25 Unit 

25 Unit 25 Unit 100% 

 Pengendalian 

Operasi dan 

Penyediaan Sarana 

Prasarana 

Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

1. Dokumen 

Sistem 

Komando 

Penanganan 

Darurat 

Bencana 

(SKPDB) 

dengan proses 

bisnis dan 

prosedur tetap 

yang 

dilegalkan dan 

mendapatkan 

dukungan 

penyediaan 

sarana 

prasarana 

kesiapsiagaan 

terhadap 

bencana 

(Indikator 

SIPD) 

1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

100% 

 Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 
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Program 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Target Realisasi %Capaian 

 Penyediaan 

Logistik 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

1. Jumlah 

Korban 

Bencana yang 

Mendapatkan 

Distribusi 

Logistik 

Penyelamatan 

dan Evakuasi 

Korban 

Bencana 

(Indikator 

SIPD)  

746 

Orang 

746 

Orang 

100% 

 Respon Cepat 

Penanganan 

Darurat Bencana 

1. Jumlah 

Laporan 

Pelaksanaan 

Respon Cepat 

Penanganan 

Darurat 

Bencana 

(Indikator 

SIPD)  

12 

Laporan 

12 

Laporan 

100% 

 Penataan Sistem 

Dasar 

Penanggulangan 

Bencana 

    

 Penanganan Pasca 

Bencana Provinsi 

1. Jumlah 

Dokumen 

Pengkajian 

Kebutuhan 

Pasca 

Bencana (JITU 

PASNA) dan 

Rencana 

Rehabilitasi 

dan 

Rekonstruksi 

Pasca 

Bencana 

(R3P) yang 

Disusun 

(Indikator 

SIPD) 

2 

Dokumen 

2 

Dokumen 

100% 

 PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANG

AN, 

PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

NON KEBAKARAN 
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Program 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Target Realisasi %Capaian 

 Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pencegahan, 

Penanggulangan, 

Penyelamatan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan Non 

Kebakaran 

    

 Pembinaan 

Penyelenggaraan 

Pencegahan, 

Penanggulangan, 

Penyelamatan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan Non 

Kebakaran 

1. Jumlah 

Laporan Hasil 

Pembinaan 

Penyelenggara

an 

Pencegahan, 

Penanggulang

an, 

Penyelamatan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 

Non 

Kebakaran 

(Indikator 

SIPD) 

1 Laporan 1 Laporan 100% 

 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN 

KEISTIMEWAAN 

YOGYAKARTA 

URUSAN 

KEBUDAYAAN 

    

 Adat, Seni, Tradisi 

dan Lembaga 

Budaya 

    

 Pembangunan 

Ketahanan Sosial 

Budaya 

1. Jumlah 

Dokumen 

Pembangunan 

Ketahanan 

Sosial Budaya  

4 

Dokumen 

4 

Dokumen 

100% 

  2. Peningkatan 

Kapasitas Abdi 

Dalem per 

Sektor di 

Karaton 

Ngayogyakarta 

Hadiningrat  

0 

Dokumen 

0 

Dokumen 
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Program 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Target Realisasi %Capaian 

  3. 

Penyelenggara

an Sidang 

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n Technical 

Commitee 292  

0 

Dokumen 

0 

Dokumen 

 

  4. Penyusunan 

Rencana 

Kontijensi 

Gempa Bumi 

Karaton 

Ngayogyakarta 

Hadiningrat  

1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

100% 

  5. Pelatihan 

Teknis 

Penanganan 

Kebakaran 

Abdi Dalem 

MKKG Kraton  

400 

Orang 

400 Orang 100% 

  6. Pelatihan 

dan Simulasi 

PB Kawasan 

Sumbu Filosofi 

di Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta  

0 Lokasi 0 Lokasi  

  7. Penyusunan 

SOP 

Penanggulang

an Bencana 

Karaton 

Ngayogyakarta 

Hadiningrat  

1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

100% 

  8. Persiapan 

Pembangunan 

Wahana 

Edukasi 

Gempa Bumi  

3 

Dokumen 

3 

Dokumen 

100% 

 

 

a. Capaian Program 3 terdiri dari 1. Program Penanggulangan Bencana, 2. Program 

Pencegahan, Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non 

Kebakaran, 3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. 
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2. Capaian Program Penanggulangan Bencana 

a. Gambar III.1 Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2026  

 

Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 merupakan dokumen kajian yang berisi analisis tingkat 

risiko bencana di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu sebagai dasar perencanaan 

penanggulangan bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 adalah dokumen yang 

memuat hasil analisis potensi ancaman bencana, tingkat kerentanan, kapasitas daerah, serta 

tingkat risiko bencana pada suatu wilayah dalam periode tahun 2022 sampai dengan 2026 yang 

digunakan sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan program 

penanggulangan bencana. 

 

b. Gambar III.2 Rencana kontigensi Renkon Gunung Merapi, Renkon Banjir, 

Gempa Bumi, Siklon Tropis 

 Renkon Erupsi Gunung Merapi 
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 Renkon Banjir 

  

 

 Renkon Gempa Bumi 
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 Renkon Siklon Tropis 

   

 

c. Gambar III.3 Rencana kontigensi 

 Fasilitasi Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 
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d. Gambar III.4 KAJI CEPAT BENCANA 

  

Dokumen Kaji Cepat Bencana adalah dokumen yang berisi hasil penilaian awal terhadap 

kejadian bencana yang meliputi jenis bencana, lokasi terdampak, tingkat kerusakan, jumlah 

korban, kebutuhan mendesak, serta kapasitas penanganan yang tersedia, yang disusun dalam 

waktu cepat sebagai dasar pengambilan keputusan pada tahap tanggap darurat. 

 

e. Gambar III.5 PENYALURAN LOGISTIK PENANGANAN BENCANA 
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f. Gambar III.6 PENYALURAN LOGISTIK PENANGANAN BENCANA 

 

g. Gambar III.7 Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Longsor Dan Banjir 

   
 

h. Gambar III.8 Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Longsor Dan 

Banjir 
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3. Capaian Program Pencegahan, Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran Dan 

Penyelamatan Non Kebakaran 

a. Gambar III.9 Rapat Koordinasi Damkarmat Kabupaten/ Kota Se-DIY 

   

 

b. Gambar III.10 Monitoring Dan Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran Dan 

MKKG 
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4. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. 

a. Gambar III.11 Kegiatan Pelatihan Teknis Manajemen Keselamatan Kebakaran 

Gedung (MKKG) bagi Abdi Dalem Karaton Yogyakarta 

 

 

Faktor Pendukung keberhasilan 

a. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup 

keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menata 

kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan 

keistimewaan. 

b. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait implementasi 

Budaya Pemerintahan Satriya. 

c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan 

kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan 

kompetensi SDM aparatur pelaksana. 

 

Faktor Penghambat keberhasilan : 

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) diantaranya : 

 Jumlah personel yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah rawan bencana. 

 Kompetensi teknis penanggulangan bencana yang belum merata.  

 Kurangnya pelatihan dan sertifikasi kebencanaan secara berkelanjutan. 
2) Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal 

Penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak seperti OPD, TNI, Polri, relawan, 
dan masyarakat. Hambatan yang sering terjadi: 

 Koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi dengan baik. 

 Perbedaan persepsi mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga. 

 Kurangnya mekanisme komunikasi yang efektif saat kondisi darurat. 
3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana 

Fasilitas dan peralatan kebencanaan sangat penting untuk mendukung operasional. 
Beberapa hambatan antara lain: 

 Peralatan penanggulangan bencana yang terbatas atau sudah tidak optimal. 
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 Kurangnya teknologi pendukung seperti sistem peringatan dini. 

 Infrastruktur logistik dan gudang penyimpanan yang belum memadai. 

Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian 

No. Risiko Penyebab Dampak 
Rencana Tindak 

Pengendalian 

1 Regulasi, kelembagaan, 
dan perencanaan 

Masih perlu penguatan 
tata kelola risiko untuk 
mendorong kerjasama 
kemitraan, 
perbaikan/kelembagaan 
mekanisme, penguatan 
kelembagaan dan 
penguatan kebijakan 
pada pelaksanaan 
pengurangan risiko 
bencana dan 
pengelolaan 
sumberdaya. 

Penerbitan 
peraturan, 
pelaksanaan 
kebijakan, 
penguatan 
kelembagaan, 
serta kerjasama 
kemitraan tertunda 

Meningkatkan koordinasi dan 
kerjasama kemitraan dengan 
berbagai pihak terkait 
pengurangan risiko bencana 
dan pengelolaan sumberdaya. 

2 Sistem informasi dan 
peringatan bencana 

Belum tersusun dengan 
baik pembangunan 
database dan sistem 
informasi kinerja 
pencegahan dan 
kesiap-siagaan 
berkoordinasi dengan 
pusat data, informasi 
dan humas. 

Informasi 
kebencanaan dan 
sistem mitigasi 
kebencanaan 
belum terstruktur 
dengan baik 

Menyiapkan petugas dan 
instruktur cadangan apabila 
pada saat bersamaan terjadi 
bencana yang harus direspon. 

3 Penilaian upaya 
penelitian, pendidikan dan 
pelatihan terkait 
penanggulangan bencana 

Perlu peningkatan 
pemahaman aparat dan 
masyarakat akan risiko 
bencana dengan 
penguatan kebijakan 
dan implementasi 
didasarkan pada 
kerentanan, 
keterpaparan, kapasitas 
bahaya dan lingkungan. 

Masih lambatnya 
penelitian dan 
pengembangan 
pendidikan terkait 
kebencanaan 

Mengadakan pelatihan dan 
peningkatan kapasitas satuan 
pendidikan aman bencana 
(SPAB) melalui team 
peneliti melakukan FGD 
(Focus Group Discussion) 
dengan guru serta pihak 
sekolah. 

4 Upaya pengurangan 
faktor-faktor risiko 
bencana 

Masih diperlukan 
penataan kegiatan 
pengurangan risiko 
bencana, 
pemberdayaan 
masyarakat, 
kesiapsiagaan 
berdasarkan 
kewenangan tugas dan 
fugsi, jenis bencana 
dan daerah rawan 
bencana serta strategi 

Masih lambatnya 
penelitian dan 
pengembangan 
pendidikan terkait 
kebencanaan 

Penguatan kapasitas 
kesiapsiagaan yang 
teringegrasi untuk mengurangi 
risiko bencana, salah satunya 
melalui kerjasama lintas 
sektor di DIY. 
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No. Risiko Penyebab Dampak 
Rencana Tindak 

Pengendalian 

pencapaiannya secara 
terencana dan terukur. 

5 Upaya kesiap-siagaan 
daerah untuk 
penanggulangan bencana 

Perlu peningkatan 
investasi PRB untuk 
katangguhan/resilensi 
dengan meningkatkan 
investasi publik dan 
swasta dalam mitigasi 
struktural dan non 
struktural untuk 
meningkatkan 
ketahanan sebagai 
pendorong inovasi, 
pertumbuhan dan 
penciptaan lapangan 
kerja. 

Investasi PRB baik 
publik maupun 
swasta terkait 
penanggulangan 
dan kesiap-
siagaan bencana 
masih rendah 

Integrasi PRB ke dalam 
kurikulum pendidikan formal. 

 

 

1.1.3. Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

di BPBD DIY 

 

Kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD 

DIY diukur dengan Indikator dan meta indikator sebagai berikut: 

 

Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

N

O 

Sasaran Indikator Meta Indikator Penjelasan 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya Tata 

Kelola 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan di 

BPBD DIY 

Kategori RB 

Perangkat 

Daerah   

Hasil Penilaian Kategori Reformasi 

Birokrasi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah pada tahun-n 

Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah diperoleh 

berdasarkan hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan: 

1. Reformasi Birokrasi General 

Perangkat; Daerah; 

2. Reformasi Birokrasi Tematik 

Perangkat Daerah. 

 

Sumber data diolah dari Hasil Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada 38 (tiga puluh 

delapan) OPD.  Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, 

menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah  Leading Sector/Koordinator 

Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur DIY Nomor 358 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi 

Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
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Tahun 2025. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 

mengacu dan mempertimbangkan beberapa ketentuan dari Surat Edaran Menteri PANRB 

Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 

2025. 

 

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan skema dan bobot 

nilai sebagai berikut: 

 

Tabel III. 4 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah  

 

Sumber data: Biro Organisasi Setda DIY 

No Uraian Bobot Keterangan 

I. Reformasi Birokrasi General  

A Strategi Pelaksanaan RB General 10 1 indikator 

B Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB 40  

 Sasaran 1 :  Tata Kelola pemerintahan Digital yang 

Efektif Lincah dan Kolaboratif 

32 12 indikator 

 Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN 

yang profesional 

8 2 indikator 

C Capaian sasaran Strategis RB 50  

 Sasaran 1 :  Tata Kelola pemerintahan Digital yang 

Efektif Lincah dan Kolaboratif 

28 4 indikator 

 Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN 

yang profesional 

22 3 indikator 

Total RB  General 100  

II. Reformasi Birokrasi Tematik  

A Capaian Evaluasi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan 5 5 indikator 

B Capaian Evaluasi RB Tematik Peningkatan Investasi 5 2 indikator 

C Capaian Evaluasi RB Tematik Pengendalian Inflasi 5 3 indikator 

D Capaian Evaluasi RB Tematik Penggunaan Produk 

Dalam Negeri 

5 1 indikator 

E Capaian Evaluasi RB Tematik Digitalisasi Administrasi 

Pemerintahan (Stunting) 

5 5 indikator 

Total RB Tematik 20  

Total Nilai RB 120  
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Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :  

Tabel III. 5 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2025 

No Unit Kerja 

Nilai 

Total 

RB 

General 

2025 

Nilai 

Total 

RB 

Tematik 

2025 

INDEKS 

RB 

2025 

Kategori Predikat 

Nilai 

Total 

RB 

General 

2024 

Nilai 

Total 

RB 

Tematik 

2024 

INDEKS 

RB 

2024 

GAP 

1 

Biro Tata 

Pemerintahan 

Setda DIY 

87,14 8,77 95,90 A Memuaskan 86,95 8,92 95,87 0,03 

2 
Biro Hukum Setda 

DIY 
84,08 6,83 90,91 A Memuaskan 84,28 5,85 90,13 0,78 

3 
Biro Organisasi 

Setda DIY 
86,61 10,10 96,71 A Memuaskan 87,57 9,06 96,63 0,08 

4 

Biro Umum dan 

Protokol Setda 

DIY 

86,15 5,73 91,88 A Memuaskan 83,26 5,18 88,44 3,45 

5 

Biro 

Perekonomian 

dan Sumber Daya 

Alam Setda DIY 

85,41 12,67 98,08 A Memuaskan 83,51 10,23 93,74 4,33 

6 

Biro 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Wilayah dan 

Pembiayaan 

Pembangunan 

Setda DIY 

84,31 7,65 91,96 A Memuaskan 86,60 6,88 93,48 
-

1,52 

7 

Biro 

Kesejahteraan 

Rakyat Setda DIY 

82,23 11,05 93,28 A Memuaskan 83,78 8,29 92,07 1,21 

8 

Biro Pengadaan 

Barang/Jasa 

Setda DIY 

85,25 7,39 92,64 A Memuaskan n/a n/a n/a n/a 

9 
Paniradya 

Kaistimewan 
85,47 10,99 96,46 A Memuaskan 84,31 9,68 93,99 2,46 

10 
Sekretariat DPRD 

DIY 
83,78 5,96 89,74 A Memuaskan 83,65 5,11 88,76 0,98 

11 Inspektorat DIY 88,75 9,42 98,17 A Memuaskan 89,25 6,99 96,24 1,93 

12 
Dinas Pariwisata 

DIY 
86,27 9,75 96,02 A Memuaskan 84,64 8,51 93,15 2,87 

13 

Dinas Koperasi 

dan Usaha Kecil 

Menengah DIY 

87,94 13,06 101,00 AA 
Sangat 

Memuaskan 
86,95 12,05 99,00 2,00 

14 

Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan DIY 

82,98 14,46 97,44 A Memuaskan 84,07 11,40 95,47 1,98 

15 

Dinas Pertanian 

dan Ketahanan 

Pangan DIY 

84,21 15,70 99,91 A Memuaskan 85,45 12,00 97,45 2,46 
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No Unit Kerja 

Nilai 

Total 

RB 

General 

2025 

Nilai 

Total 

RB 

Tematik 

2025 

INDEKS 

RB 

2025 

Kategori Predikat 

Nilai 

Total 

RB 

General 

2024 

Nilai 

Total 

RB 

Tematik 

2024 

INDEKS 

RB 

2024 

GAP 

16 

Dinas Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan DIY 

85,92 12,81 98,73 A Memuaskan 84,94 7,61 92,55 6,18 

17 

Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

DIY 

83,41 16,34 99,75 A Memuaskan 85,22 11,94 97,16 2,59 

18 

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi DIY 

85,16 11,41 96,57 A Memuaskan 85,47 8,46 93,93 2,64 

19 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan, dan 

Energi Sumber 

Daya Mineral DIY 

83,02 15,81 98,83 A Memuaskan 83,49 12,39 95,88 2,95 

20 
Dinas 

Perhubungan DIY 
83,96 12,24 96,20 A Memuaskan 82,98 7,19 90,17 6,02 

21 

Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang 

(Kundha Niti 

Mandhala Sarta 

Tata Sasana) DIY 

84,63 11,69 96,32 A Memuaskan 83,26 7,38 90,64 5,68 

22 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika 

DIY 

87,15 13,27 100,42 AA 
Sangat 

Memuaskan 
86,94 12,54 99,48 0,94 

23 

Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu DIY 

85,06 11,44 96,50 A Memuaskan 85,06 7,55 92,61 3,89 

24 
Dinas Kesehatan 

DIY 
85,44 15,09 100,53 AA 

Sangat 

Memuaskan 
87,83 9,64 97,47 3,07 

25 

Dinas Pendidikan, 

Pemuda, dan 

Olahraga DIY 

85,45 13,73 99,18 A Memuaskan 82,52 9,94 92,46 6,73 

26 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Arsip Daerah DIY 

88,32 10,42 98,74 A Memuaskan 89,36 6,94 96,30 2,44 

27 Dinas Sosial DIY 86,90 13,56 100,46 AA 
Sangat 

Memuaskan 
86,52 8,74 95,26 5,20 

28 

Dinas 

Kebudayaan 

(Kundha 

Kabudayan) DIY 

83,00 10,32 93,32 A Memuaskan 82,61 6,29 88,90 4,42 

29 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak, dan 

85,77 12,01 97,78 A Memuaskan 85,13 9,11 94,24 3,54 
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No Unit Kerja 

Nilai 

Total 

RB 

General 

2025 

Nilai 

Total 

RB 

Tematik 

2025 

INDEKS 

RB 

2025 

Kategori Predikat 

Nilai 

Total 

RB 

General 

2024 

Nilai 

Total 

RB 

Tematik 

2024 

INDEKS 

RB 

2024 

GAP 

Pengendalian 

Penduduk DIY 

30 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Kalurahan, 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil DIY 

83,08 12,03 95,11 A Memuaskan n/a n/a n/a n/a 

31 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

DIY 

81,37 8,76 90,13 A Memuaskan 80,52 4,55 85,07 5,07 

32 

Badan 

Perencanaan 

Pembangunan, 

Riset, dan Inovasi 

Daerah DIY 

86,64 12,86 99,50 A Memuaskan 88,83 10,25 99,08 0,42 

33 

Badan Pengelola 

Keuangan dan 

Aset DIY 

85,79 9,72 95,50 A Memuaskan 87,67 7,22 94,89 0,61 

34 

Badan 

Kepegawaian 

Daerah DIY 

88,12 9,46 97,58 A Memuaskan 89,65 7,04 96,69 0,89 

35 
Badan Pendidikan 

dan Pelatihan DIY 
86,37 10,48 96,85 A Memuaskan 88,09 8,04 96,13 0,72 

36 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik DIY 

85,46 8,51 93,97 A Memuaskan 85,71 5,65 91,36 2,61 

37 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

DIY 

82,00 7,97 89,96 A Memuaskan 80,83 6,33 87,16 2,80 

38 

Badan 

Penghubung 

Daerah DIY 

81,41 7,82 89,23 A Memuaskan 84,30 4,13 88,43 0,80 

Rata-Rata 85,11 10,98 96,09   85,31 8,31 93,62 2,47 

Sumber data: Biro Organisasi Setda DIY Januari 2026 

Tabel III. 6 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 

Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 

No 
Kriteri

a 

Nilai/ 

Angka 
Predikat Interpretasi 

1 AA > 100 Sangat 

Memuask

an 

Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan 

berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata 

kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, 

dan pembangunan budaya BerAKHLAK 
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No 
Kriteri

a 

Nilai/ 

Angka 
Predikat Interpretasi 

2 A >80 -

100 

Memuask

an 

Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, 

dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan 

pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal 

dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan 

  A-   Memuask

an 

dengan 

Catatan 

Memenuhi sebagian besarkriteria sebagai birokrasi yang 

bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil 

pelaksanaan percepatan transformasi digital dan 

pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum 

sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada 

pembangunan 

3 BB >70 - 

80 

Sangat 

Baik 

Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, 

efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan 

percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya 

BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu 

mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan 

4 B >60 - 

70 

Baik Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi 

yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar 

pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan 

pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum 

sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada 

pembangunan. 

5 CC >50 -

60 

Cukup Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan 

transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK 

sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi 

yang bersih, efektif, dan berdaya saing 

6 C >30 - 

50 

Kurang RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal 

 menerapkan percepatan transformasi digital dan 

 pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu 

memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan 

berdaya saing 

7 D 0 -30 Sangat 

Kurang 

RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan 

belum menerapkan percepatan transformasi digital dan 

pembangunan budaya BerAKHLAK 

Sumber data: PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 

 

Kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

Perangkat Daerah pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel III. 7  Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

Indikator Sasaran 
Realisasi 

2024 

2025 
Target 

Akhir 

Periode*

/Renstra 

(2027) 

Capaian s/d 

2025 

terhadap 

target 

2027*(%) 

Target* Realisasi % Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 

Kategori Reformasi 
Birokrasi Perangkat 
Daerah 

Meta Indikator : 

Kategori (Nilai) 
Reformasi Birokrasi 
Perangkat Daerah 
pada tahun‐n  

 
Penjelasan detail dari 
Meta Indikator: 
Kategori (Nilai) 
Reformasi Birokrasi 
Perangkat Daerah 
hasil evaluasi Tim 
Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah. 
Kategori (Nilai) 
Reformasi Birokrasi 
Perangkat Daerah 
diperoleh 
berdasarkan hasil 
evaluasi terhadap 
pelaksanaan : 
1. Reformasi 

Birokrasi General 
Perangkat 
Daerah 

2. Reformasi 
Birokrasi Tematik 
Perangkat 
Daerah 

A 

(87,16) 

A 

(87,26)* 

A 

(89,96) 

(Hasil 

Evaluasi 

RB 

Perangkat 

Daerah 

Tahun 

2025) 

103,09% 

(89,96/87,26 

x100%) 

A  

(90)* 

99,95% 

(89,96/90 x 

100%) 

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja 

   

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Perangkat Daerah 

d. Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY mendapatkan nilai skor Indeks RB 

Perangkat daerah (89,96) dengan Kategori A (Memuaskan); 

e. Target tahun 2025 (87,26) realisasi (89,96), dengan demikian prosentase realisasi 

terhadap target sebesar (103,09%) (terlampaui); 

f. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar (87,16), terdapat kenaikan sebesar (2,8). 

g. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 (90).  
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Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah 

tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai 

berikut:  

 

Tabel III.10 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 

2 

 

Program 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Target Realisasi 

%Capaian 

1 2 3 4 5  

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

 Nilai PKKI 

Program 

Penunjan

g Urusan 

Pemerint

ah 

Daerah  

87,02 91  

 1. Perencana

an, Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

    

 1.1. Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

(DPA SIPD) 

5 

Dokumen 

5 Dokumen 5 Dokumen 100 % 

 2. Koordinasi 

dan Penyusunan 

DPA-SKPD 

    

 2.1. Jumlah 

Dokumen DPA-

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen DPA-

SKPD (DPA SIPD) 

4 

Dokumen 

4 Dokumen 4 Dokumen 100 % 

 3. Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

    

 3.1. Jumlah 

Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah (DPA SIPD) 

3 

Dokumen 

3 Dokumen 3 Dokumen 100 % 

 4. Administra

si Keuangan 

Perangkat Daerah 

    

 4.1. Penyediaa

n Gaji dan 

Tunjangan ASN 

110 

Orang 

110 Orang 110 Orang 100 % 

 4.2. Pelaksana 12 12 Dokumen 12 Dokumen 100 % 
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Program 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Target Realisasi 

%Capaian 

an Penatausahaan 

dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Dokumen 

 4.3. Koordinasi 

dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 

 4.4. Koordinasi 

dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/Semest

eran SKPD 

18 

Laporan 

18 Laporan 18 Laporan 100 % 

 5. Administra

si Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat Daerah 

    

 5.1. Penatausa

haan Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 % 

 6. Administra

si Umum Perangkat 

Daerah 

    

 6.1 Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 

 6.2 Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

4 Paket 4 Paket 4 Paket 100% 

 6.3 Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 

 6.4 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

12 

Laporan 

12 Laporan 12 Laporan 100 % 

 7. Penyediaa

n Jasa Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

    

 7.1. Penyediaa

n Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

12 

Laporan 

12 Laporan 12 Laporan 100 % 

 7.2. Penyediaa

n Jasa Pelayanan 

12 

Laporan 

12 Laporan 12 Laporan 100 % 
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Program 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Target Realisasi 

%Capaian 

Umum Kantor  

 8. Pemelihar

aan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

    

 8.1. Penyediaa

n Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 % 

 8.2. Penyediaa

n Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

14 Unit 14 Unit 14 Unit 100 % 

 8.3. Pemelihar

aan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

70 Unit 70 Unit 70 Unit 100 % 

 8.4. Pemelihar

aan/Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

4 Unit 4 Unit 4 Unit 100 % 

 Total Anggaran 

Pendukung 
13.266.154.928 
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Capaian tersebut didukung dari: 

Capaian Program 1 terdiri dari 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Provinsi 

a. Capaian Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

1. Gambar III.12 Penyusunan Dokumen LKjIP 2024 

 

2. Gambar III.13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
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3. Gambar III.14 Penyusunan Dokumen Perubahan RENSTRA Perangakat 

Daerah 2022-2027 

 

Faktor Pendukung keberhasilan 

a. Minat dan penawaran mitra atau stakeholder dalam mendukung pelaksanaan 

penanggulangan bencana di BPBD DIY; 

b. Masyarakat banyak membutuhkan informasi terkait kegiatan dalam 

penanggulangan bencana; 

c. Merupakan kegiatan wajib mengikat yang harus dilakukan untuk mendukung 

kelancaran tugas dan fungsi BPBD DIY; 

d. SDM koordinatif dan kompenten; 

e. Sarana dan prasarana pendukung. 

Faktor Penghambat keberhasilan : 

a. Alokasi anggaran menjadi kendala dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan 

diantaranya : 

 Sebagian kegiatan masih bergantung pada dukungan dana dari pemerintah 

pusat atau bantuan lainnya. 

 Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM dan 

pengembangan sistem informasi. 

 Keterbatasan alokasi anggaran untuk penguatan tata kelola dan inovasi 

pelayanan. 

 Prioritas anggaran lebih difokuskan pada kegiatan operasional utama. 
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b. Sistem Informasi dan Pengelolaan Data, antara lain : 

 Sistem informasi kebencanaan belum sepenuhnya terintegrasi. 

 Keterbatasan pemutakhiran data secara berkala. 

 Kapasitas pengelolaan data dan teknologi informasi yang masih terbatas. 

 

Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian 

No. Risiko Penyebab Dampak 
Rencana Tindak 

Pengendalian 

1 Regulasi, kelembagaan, 
dan perencanaan 

Masih perlu penguatan 
tata kelola risiko untuk 
mendorong kerjasama 
kemitraan, 
perbaikan/kelembagaan 
mekanisme, penguatan 
kelembagaan dan 
penguatan kebijakan 
pada pelaksanaan 
pengurangan risiko 
bencana dan 
pengelolaan 
sumberdaya. 

Penerbitan 
peraturan, 
pelaksanaan 
kebijakan, 
penguatan 
kelembagaan, 
serta kerjasama 
kemitraan tertunda 

Meningkatkan koordinasi dan 
kerjasama kemitraan dengan 
berbagai pihak terkait 
pengurangan risiko bencana 
dan pengelolaan sumberdaya. 

2 Sistem informasi dan 
peringatan bencana 

Belum tersusun dengan 
baik pembangunan 
database dan sistem 
informasi kinerja 
pencegahan dan 
kesiap-siagaan 
berkoordinasi dengan 
pusat data, informasi 
dan humas. 

Informasi 
kebencanaan dan 
sistem mitigasi 
kebencanaan 
belum terstruktur 
dengan baik 

Menyiapkan petugas dan 
instruktur cadangan apabila 
pada saat bersamaan terjadi 
bencana yang harus direspon. 

3 Penilaian upaya 
penelitian, pendidikan dan 
pelatihan terkait 
penanggulangan bencana 

Perlu peningkatan 
pemahaman aparat dan 
masyarakat akan risiko 
bencana dengan 
penguatan kebijakan 
dan implementasi 
didasarkan pada 
kerentanan, 
keterpaparan, kapasitas 
bahaya dan lingkungan. 

Masih lambatnya 
penelitian dan 
pengembangan 
pendidikan terkait 
kebencanaan 

Mengadakan pelatihan dan 
peningkatan kapasitas satuan 
pendidikan aman bencana 
(SPAB) melalui team 
peneliti melakukan FGD 
(Focus Group Discussion) 
dengan guru serta pihak 
sekolah. 

4 Upaya pengurangan 
faktor-faktor risiko 
bencana 

Masih diperlukan 
penataan kegiatan 
pengurangan risiko 
bencana, 
pemberdayaan 
masyarakat, 
kesiapsiagaan 

Masih lambatnya 
penelitian dan 
pengembangan 
pendidikan terkait 
kebencanaan 

Penguatan kapasitas 
kesiapsiagaan yang 
teringegrasi untuk mengurangi 
risiko bencana, salah satunya 
melalui kerjasama lintas 
sektor di DIY. 
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No. Risiko Penyebab Dampak 
Rencana Tindak 

Pengendalian 

berdasarkan 
kewenangan tugas dan 
fugsi, jenis bencana 
dan daerah rawan 
bencana serta strategi 
pencapaiannya secara 
terencana dan terukur. 

5 Upaya kesiap-siagaan 
daerah untuk 
penanggulangan bencana 

Perlu peningkatan 
investasi PRB untuk 
katangguhan/resilensi 
dengan meningkatkan 
investasi publik dan 
swasta dalam mitigasi 
struktural dan non 
struktural untuk 
meningkatkan 
ketahanan sebagai 
pendorong inovasi, 
pertumbuhan dan 
penciptaan lapangan 
kerja. 

Investasi PRB baik 
publik maupun 
swasta terkait 
penanggulangan 
dan kesiap-
siagaan bencana 
masih rendah 

Integrasi PRB ke dalam 
kurikulum pendidikan formal. 
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3.2.      Capaian Kinerja Lainnya 

a. Capaian kinerja lainnya yang diampu oleh Perangkat Daerah, mengacu pada 

RPJPN, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas 

Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 

2015-2O3O, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030. Di samping itu RIPB 

Tahun 2020-2044 juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka 

menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. 

b. RENBINWAS SPM SUB URUSAN TRANTIBUMLINMAS DI PEMDA DIY 

Pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan tema “Bersama Indonesia Maju Menuju 

Indonesia Emas 2045” menempatkan pelayanan dasar sebagai fondasi utama 

pembangunan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Dalam RPJMN 2025–2029, Asta Cita dijabarkan melalui 

sembilan program prioritas nasional adalah penataan desentralisasi dan otonomi 

daerah. 

Isu strategis SPM Trantibumlinmas terbagi dalam 3 sub urusan yaitu 

Trantibumlinmas, kebakaran dan bencana. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 

Tahun 2024 tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 2024-2027. 

Melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagai Koordinator yang menangani SPM, maka Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka renbinwas yang 

dilakukan setiap bulan melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota 

dalam memonitoring pengisian dalam aplikasi Bangda SPM yang kami lakukan 

secara luring agar dalam setiap triwulan dapat terpantau terus dan untuk urusan 

sub kebakaran juga kami lakukan demikian meskipun unit kebakaran di Kabupaten 

Sleman tidak ditangani oleh BPBD Kabupaten Sleman, namun dibawah Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.  

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 
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Berdasarkan isu strategis SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana meliputi 

penyelenggaraan kebencanaan di daerah masih terfokus pada saat terjadinya 

bencana dan belum pada tahap kesiapsiagaan bencana; ketersediaan dan mutu 

sarana prasarana penyelamatan belum memadai; masih banyak BPBD yang 

belum memahami tusinya sesuai dengan regulasi yang berlaku; penentuan 

sasaran, target, kebutuhan anggaran dan capaian penerima layanan SPM yang 

bersifat kebencanaan/force majeure masih menjadi kendala di beberapa 

kabupaten/kota; pengumpulan data warga negara di wilayah rawan bencana, 

lokasi penegakan ketertiban umum, dan titik rawan kebakaran masih sulit 

dilakukan secara efektif; tidak semua daerah memiliki Pusat Pengendalian 

Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) yang merupakan elemen 

penting dalam manajemen bencana; dan belum bisa terlaksananya pemetaan 

terhadap lokasi/daerah rawan bencana disebabkan belum tersedianya dan belum 

diperbaharuinya dokumen kajian risiko bencana karena tidak adanya anggaran. 

Rekomendasi Penerapan SPM Trantibumlinmas atas isu strategis diatas untuk 

Sub Urusan Bencana sebagai berikut: bimbingan teknis atau pendampingan 

penyusunan perencanaan kegiatan SPM Bencana yang dikaitkan dengan 

kebutuhan penganggaran daerah berdasarkan analisis risiko wilayah masing-

masing; fasilitasi pembentukan dan penguatan “Pusdalops-PB” di seluruh daerah, 

khususnya kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi, serta penyediaan 

pelatihan manajemen informasi kebencanaan; mendorong ketersediaan dan 

kualitas dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana) dan PRB (Pengurangan Risiko 

Bencana); dan penyusunan formula perhitungan penerima layanan berbasis risiko 

dan pedoman teknis khusus untuk layanan bersifat force majeure. 

Meskipun pelaksanaan SPM untuk OPD BPBD belum maksimal dikarenakan 

kegiatan SPM tidak ada cantolan kegiatan tersendiri sehingga harus dompleng ke 

sekretariat untuk melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota. Maksud 

dan tujuan ditetapkan Pergub Nomor 8 Tahun 2024 untuk menjadi pedoman bagi 

perangkat daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan 

SPM sub urusan bencana Kab/Kota di DIY. 
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Dalam pergub tersebut diatur pula untuk membentuk tim koordinasi yang 

melibatkan pentahelix dengan didukung anggaran dari APBD. Adapun pekerjaan 

tim koordinasi mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, 

penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan baik secara umum dan teknis. Secara 

Umum meliputi pembagian urusan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan 

daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, kerjasama daerah, kebijakan 

daerah dan pelaksanaan urusan, sedangkan secara teknis meliputi penyusunan 

kajian risiko bencana, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana, 

penyusunan rencana penanggulangan bencana, penyusunan rencana kontijensi, 

pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan, pengendalian operasi dan penyediaan 

sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, penyediaan peralatan 

perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, respon darurat bencana, 

aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan pencarian, 

pertolongan dan evakuasi korban bencana. Muatan laporan juga diatur di dalam 

pergub yang akan disampaikan kepada Gubernur triwulan sekali. 

Namun dalam kenyataannya dari 2024 sampai sekarang untuk renbinwas belum 

kami lakukan secara maksimal, meskipun rapat koordinasi yang selama ini kami 

lakukan hanya secara luring, WhatshAap agar pengisian di aplikasi bangda dapat 

termonitor terus.  

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara normatif, pelaksanaan SPM Damkar 

didasarkan pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran, Permendagri Nomor 122 

Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, 

serta Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 memiliki posisi strategis karena mengatur 

secara tegas bentuk kelembagaan yang menangani sub urusan kebakaran, 

termasuk penamaan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. 
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Regulasi ini menegaskan bahwa sub urusan kebakaran idealnya ditangani oleh 

dinas yang berdiri sendiri, bukan sekadar bidang atau seksi yang menempel pada 

OPD lain, agar fungsi perlindungan masyarakat dapat berjalan fokus, profesional, 

dan akuntabel. 

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan SPM Damkar masih 

menghadapi tantangan karena belum terbentuknya Dinas pemadam kebakaran 

dan penyelamatan yang mandiri di tingkat provinsi, sebagaimana juga tercantum 

dalam lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.7/9757/SJ 

Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 

16 Tahun 2020 belum sepenuhnya optimal. Secara kelembagaan, penanganan 

sub urusan kebakaran masih berada dalam struktur OPD yang lebih besar, 

sehingga ruang gerak organisasi, penguatan sumber daya manusia, dan 

penganggaran menjadi terbatas. 

Dari sisi sumber daya manusia, Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 

mengamanatkan bahwa dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan harus 

didukung oleh personel yang memiliki kompetensi khusus dan jabatan fungsional 

yang relevan. Namun dalam praktik di DIY, jumlah personel pemadam kebakaran 

masih terbatas, belum seluruhnya mengisi jabatan fungsional pemadam 

kebakaran dan analis kebakaran, serta belum merata mengikuti pendidikan dan 

pelatihan berjenjang. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam 

memenuhi standar pelayanan minimal, khususnya dalam mencapai waktu 

tanggap lima belas menit dan kualitas layanan penyelamatan. 

Secara operasional, keterbatasan sarana prasarana, yang belum tersedia, serta 

belum terbentuknya Wilayah Manajemen Kebakaran di setiap kecamatan semakin 

memperlemah pencapaian SPM. Padahal Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 

menekankan pentingnya organisasi pemadam kebakaran yang memiliki struktur 

jelas, unit kerja operasional yang memadai, serta dukungan logistik dan peralatan 

sesuai standar. Tanpa kelembagaan yang kuat sebagaimana diatur dalam regulasi 

tersebut, pemenuhan SPM Damkar akan sulit dicapai secara berkelanjutan.  

Dalam kerangka RPJMD 2025–2029, sinergi antara SPM Damkar dan 

Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 harus diwujudkan melalui penguatan 

kelembagaan sebagai fondasi utama. 
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Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menindaklanjuti regulasi 

ini dengan membentuk atau mendorong terbentuknya dinas pemadam kebakaran 

dan penyelamatan yang mandiri, minimal bertipe C, serta memastikan tidak 

digabungkan kembali dengan OPD lain. Langkah ini akan memperjelas tugas 

pokok dan fungsi organisasi, memperkuat kewenangan penganggaran, serta 

memudahkan koordinasi lintas sektor. 

Selanjutnya, penguatan sumber daya manusia harus diselaraskan dengan struktur 

kelembagaan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2020. 

Penyusunan peta jalan pengembangan kompetensi dan jenjang karir petugas 

Damkar perlu mengacu pada kebutuhan organisasi yang mandiri, termasuk 

pemenuhan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran. 

Pendidikan dan pelatihan berjenjang harus diprogramkan secara sistematis agar 

setiap unit operasional memiliki personel yang kompeten. 

Dari sisi kebijakan dan perencanaan, RISPKP provinsi dan kabupaten/kota harus 

disusun dan dimutakhirkan dengan mempertimbangkan struktur organisasi 

Damkar sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2020. Dengan demikian, 

perencanaan kebutuhan sarana prasarana, penataan pos sektor, dan 

pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran dapat dilakukan secara realistis 

dan terintegrasi dengan kapasitas kelembagaan yang ada. 

Penguatan pendanaan juga harus mengikuti logika kelembagaan mandiri. Dinas 

pemadam kebakaran dan penyelamatan yang berdiri sendiri akan lebih mudah 

memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk pemenuhan SPM, baik 

melalui APBD, DAU Earmark SPM, DAK tematik, maupun skema hibah. 

Pendanaan multiyear diperlukan untuk modernisasi armada, pembangunan pos 

sektor, penyediaan hidran umum, serta pengadaan alat pelindung diri sesuai 

standar. 

Dengan demikian, pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebakaran di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari implementasi Permendagri 

Nomor 16 Tahun 2020. Regulasi ini menjadi fondasi kelembagaan yang 

memungkinkan SPM dijalankan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. 
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Melalui penguatan organisasi pemadam kebakaran yang mandiri, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, perencanaan berbasis risiko, serta dukungan 

pendanaan yang memadai, DIY diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

layanan perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran dan penyelamatan, 

sekaligus berkontribusi pada pencapaian indeks SPM dan Indeks Trantibumlinmas 

menuju Indonesia Emas 2045. 

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini telah menunjukkan sejumlah capaian 

nyata, meskipun belum sepenuhnya mencapai standar ideal. Pencapaian tersebut 

dapat dilihat secara komprehensif melalui enam pilar Indeks Trantibumlinmas, 

yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, kebijakan, pendanaan, teknis 

operasional, serta logistik dan peralatan. 

Dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan sub urusan kebakaran di DIY sampai 

saat ini pada umumnya masih ditempatkan dalam bentuk bidang atau unit yang 

melekat pada perangkat daerah lain, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten 

dan kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa amanat Permendagri Nomor 16 Tahun 

2020 tentang pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang 

mandiri belum sepenuhnya dilaksanakan. Demikian pula dengan Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri tentang optimalisasi tugas pemadam kebakaran yang 

menekankan perlunya penguatan kelembagaan agar sebanding dengan beban 

tugas pelayanan dasar. Penempatan Damkar hanya sebagai bidang 

menyebabkan keterbatasan kewenangan, ruang penganggaran, serta 

pengembangan sumber daya manusia, sehingga fungsi perlindungan masyarakat 

dari risiko kebakaran belum dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan. 

Pada aspek sumber daya manusia, DIY telah memiliki petugas pemadam 

kebakaran yang secara rutin melaksanakan tugas operasional. Setiap kabupaten 

dan kota secara umum telah memiliki puluhan personel aktif, dan sebagian di 

antaranya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar pemadam kebakaran. 

Beberapa personel juga telah mengisi jabatan fungsional pemadam kebakaran 

dan analis kebakaran, walaupun jumlahnya masih terbatas. Dengan kondisi ini, 

indikator SPM terkait ketersediaan petugas dapat dikatakan telah terpenuhi pada 

level dasar, meskipun dari sisi jumlah ideal, kompetensi berjenjang, dan 

pemerataan antarwilayah masih perlu ditingkatkan. 
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Dalam aspek kebijakan, pemerintah daerah di DIY telah memiliki dasar hukum 

pelaksanaan urusan kebakaran melalui berbagai peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah yang mengatur tentang tugas perangkat daerah, penanggulangan 

kebakaran, serta koordinasi lintas sektor melalui Peraturan Gubernur Nomor 99 

Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata 

Kerja BPBD DIY yang mengatur Tugas Damkarmat Pemda DIY. Beberapa 

kabupaten dan kota juga telah mulai menyusun atau memutakhirkan Rencana 

Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai dokumen 

perencanaan jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa indikator SPM terkait 

ketersediaan kebijakan pendukung mulai terpenuhi, walaupun belum seluruh 

daerah memiliki dokumen perencanaan berbasis risiko yang mutakhir dan 

terintegrasi secara menyeluruh. 

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini belum sepenuhnya didukung oleh 

penganggaran yang optimal. Meskipun Pemerintah Daerah DIY telah 

mengalokasikan anggaran untuk operasional layanan pemadam kebakaran, 

alokasi tersebut pada umumnya masih bersifat umum dan belum secara khusus 

dirancang berbasis kebutuhan pemenuhan SPM. Akibatnya, beberapa kebutuhan 

strategis seperti penguatan kelembagaan, penambahan personel sesuai standar, 

peningkatan kompetensi berjenjang, serta modernisasi sarana dan prasarana 

belum dapat dipenuhi secara menyeluruh. Keterbatasan penganggaran ini terlihat 

dari masih terbatasnya dukungan dana untuk pembangunan dan penguatan pos 

sektor, pengadaan armada baru, serta penyediaan alat pelindung diri sesuai 

standar. Selain itu, pendanaan untuk kegiatan pencegahan, sosialisasi, dan 

peningkatan kapasitas masyarakat juga belum menjadi prioritas utama dalam 

struktur anggaran daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen fiskal 

terhadap pemenuhan SPM Damkar masih perlu diperkuat agar sejalan dengan 

tuntutan pelayanan dasar yang bersifat wajib dan menyentuh langsung 

keselamatan masyarakat. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Pemda DIY 

belum maksimal dalam menyediakan anggaran khusus berbasis SPM Sub Urusan 

Kebakaran. Penguatan kebijakan penganggaran yang lebih terarah, terukur, dan 

berkelanjutan menjadi prasyarat penting agar pelaksanaan SPM Damkar dapat 

mencapai kategori tuntas dan memberikan jaminan pelayanan dasar yang optimal 

kepada seluruh masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Dalam aspek logistik dan peralatan, ketersediaan sarana pendukung pemadam 

kebakaran di kabupaten dan kota di DIY masih belum memadai untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan secara optimal. Sebagian besar daerah masih 

mengandalkan armada lama dengan jumlah terbatas, sementara peralatan 

penunjang seperti pompa, selang, alat pelindung diri, dan peralatan penyelamatan 

belum tersedia secara lengkap dan sesuai standar terbaru. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa dukungan logistik belum sepenuhnya siap untuk menjamin 

layanan yang cepat, aman, dan berkualitas, sehingga pemenuhan indikator SPM 

terkait sarana dan prasarana masih berada pada tahap awal dan memerlukan 

penguatan serius melalui pengadaan, peremajaan, dan standarisasi peralatan. 

Dalam konteks pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat, Pemerintah Daerah 

DIY telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi bahaya kebakaran, 

simulasi evakuasi, serta pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan di 

sekolah, pasar, perkantoran, dan kawasan permukiman. Namun, pembentukan 

dan penguatan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) sebagai ujung tombak 

partisipasi masyarakat belum berjalan secara maksimal. Jumlah Redkar masih 

terbatas, belum merata di seluruh wilayah, dan belum seluruhnya didukung 

dengan pembinaan, pelatihan rutin, serta sarana pendukung yang memadai. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator SPM terkait pencegahan dan partisipasi 

masyarakat telah mulai dijalankan, tetapi masih bersifat parsial dan memerlukan 

penguatan kelembagaan Redkar agar upaya pencegahan kebakaran dapat 

berlangsung lebih sistematis dan berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, pencapaian SPM Damkar di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dapat digambarkan berada pada tahap “terpenuhi secara dasar 

namun belum optimal”. Seluruh konteks pencapaian SPM, mulai dari 

kelembagaan, sumber daya manusia, kebijakan, pendanaan, teknis operasional, 

hingga logistik dan peralatan, telah ada dan berjalan, namun masih memerlukan 

penguatan agar mencapai standar ideal. Kondisi ini menjadi pijakan penting bagi 

periode RPJMD 2025–2029 untuk mendorong peningkatan capaian SPM Damkar 

menuju kategori tuntas madya bahkan tuntas paripurna, sehingga layanan 

perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran dan penyelamatan dapat semakin 

andal dan merata menuju Indonesia Emas 2045. 

Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran 

oleh Pemerintah Daerah DIY terhadap Kabupaten/Kota” 
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Dalam kerangka otonomi daerah yang berjenjang, Pemerintah Provinsi memiliki 

peran strategis sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar oleh 

pemerintah kabupaten/kota, termasuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan. Pengawasan ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa setiap kabupaten dan kota mampu memenuhi hak dasar 

warga negara atas perlindungan dari risiko kebakaran dan layanan penyelamatan 

secara merata dan berkeadilan. 

Secara normatif, kewenangan pengawasan provinsi terhadap kabupaten/kota 

dalam pelaksanaan SPM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan fungsi pembinaan dan 

pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ketentuan ini diperkuat 

dengan peraturan perundang-undangan terkait SPM yang menempatkan 

pemerintah provinsi sebagai simpul koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian 

capaian SPM lintas kabupaten/kota. 

Pelaksanaan pengawasan SPM Damkar oleh Pemerintah Provinsi DIY dilakukan 

melalui beberapa mekanisme utama. Pengawasan dilaksanakan melalui 

monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian indikator SPM kabupaten/kota, 

baik secara administratif melalui pelaporan SPM maupun secara faktual melalui 

kunjungan lapangan dan verifikasi data. Monitoring ini mencakup aspek 

kelembagaan, sumber daya manusia, kebijakan, pendanaan, teknis operasional, 

serta logistik dan peralatan sebagaimana tercermin dalam pilar Indeks 

Trantibumlinmas. 

Pemerintah provinsi juga melaksanakan pembinaan teknis melalui asistensi 

penyusunan dokumen perencanaan, seperti Rencana Penerapan SPM, Rencana 

Aksi Daerah SPM, serta Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan. Dalam proses ini, provinsi berperan memastikan bahwa 

perencanaan kabupaten/kota selaras dengan standar teknis, berbasis risiko 

kebakaran, dan realistis terhadap kapasitas kelembagaan masing-masing daerah. 
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Pengawasan juga dilakukan melalui mekanisme evaluasi kinerja perangkat 

daerah kabupaten/kota yang menangani sub urusan kebakaran. Evaluasi ini tidak 

hanya menilai output kegiatan, tetapi juga outcome pelayanan, seperti 

keterjangkauan layanan, waktu tanggap, kualitas penyelamatan, serta kepuasan 

masyarakat. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan 

yang bersifat teknis maupun kelembagaan. 

Dalam konteks penguatan kapasitas, Pemerintah Provinsi DIY telah melakukan 

fasilitasi peningkatan kompetensi aparatur Damkar kabupaten/kota melalui 

beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta forum 

koordinasi regional. Namun, upaya ini masih belum berjalan secara maksimal, baik 

dari sisi frekuensi, cakupan peserta, maupun kesinambungan program. Masih 

banyak aparatur Damkar yang belum mengikuti pelatihan berjenjang dan belum 

seluruh jabatan fungsional terisi sesuai kebutuhan. Kondisi ini menyebabkan 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia berjalan lambat dan belum 

sepenuhnya mampu menjawab tuntutan pemenuhan SPM, sehingga peran 

provinsi dalam penguatan kapasitas masih perlu ditingkatkan agar lebih 

sistematis, terencana, dan berdampak nyata di lapangan. Pengawasan juga 

terintegrasi dengan mekanisme pengendalian pendanaan, khususnya melalui 

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran SPM. Provinsi berperan mendorong 

kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran berbasis SPM, termasuk 

memanfaatkan skema DAU earmark, DAK tematik, dan bantuan keuangan 

provinsi. Dalam hal ditemukan daerah yang belum serius menganggarkan SPM, 

provinsi dapat memberikan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari fungsi 

pembinaan. 

Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan SPM Damkar oleh Pemerintah 

Provinsi DIY terhadap kabupaten/kota tidak bersifat represif, melainkan bersifat 

pembinaan dan fasilitasi. Pengawasan dijalankan melalui siklus perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan, 

sehingga pelaksanaan SPM Damkar di seluruh kabupaten/kota di DIY bergerak 

menuju standar yang sama dan menjamin hak dasar masyarakat atas layanan 

perlindungan dari risiko kebakaran dan penyelamatan secara berkelanjutan. 
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c. Capaian Kinerja Sustainable Development Goals (SDGs) 

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

mendukung sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2027 antara lain: 

a. Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan 

Bencana Provinsi, Subkegiatan  Penyusunan Kajian Risiko Bencana 

Provinsi mendukung tujuan nomor 1 Tanpa Kemiskinan. Dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, tujuan 1 TPB 

tanpa kemiskinan terkait dengan sasaran makro pembangunan dan 5 (lima) 

Prioritas Nasional. Selain pemberantasan kemiskinan, tujuan 1 juga 

mencakup penerapan perlindungan kemiskinan, pemenuhan layanan 

dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta 

penguatan kebijakan dan mobilisasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan 

tanpa kemiskinan, arahan RPJMN 2020-2024 adalah pada tiga kebijakan 

utama, yaitu 1) penyelenggaraan, perlindungan sosial, 2) perluasan dan 

peningkatan pelayanan dasar, serta 3) pengembangan penghidupan 

berkelanjutan dengan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi. 

Tujuan 11 tentang 1) pengurangan risiko bencana dan penguatan 

ketangguhan daerah; 2) peremajaan dan optimalisasi Early Warning 

System; serta 3) peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi 

bencana., Tujuan nomor 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. Tujuan 

13 TPB penanganan perubahan iklim terkait dengan prioritas nasional yang 

keenam, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan 

Bencana dan Perubahan Iklim. Tujuan 13 memiliki tiga target, yaitu 1) 

memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait 

iklim dan bencana alam; 2) mengintegrasikan tindakan antisipasi 

perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan; dan 3) 

meningkatkan pendidikan, kesadaran, dan kapasitas masyarakat dan 

lembaga terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan 

dini perubahan iklim. 

b. Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Subkegiatan  sebagai berikut: 
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1) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 

mendukung tujuan nomor 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim dan  

tujuan nomor 16 Kelembangaan yang Tangguh. 

2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 

mendukung tujuan nomor 9 tentang industri, inovasi dan infrastruktur, 

dan mendukung tujuan nomor 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. 

3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mendukung tujuan nomor 9 tentang 

industri, inovasi dan infrastruktur, dan mendukung tujuan nomor 13 

tentang Penanganan Perubahan Iklim. 

c. Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban Bencana, Subkegiatan  sebagai berikut: 

1) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

mendukung tujuan nomor 2 tentang tanpa kelaparan, dan mendukung 

tujuan nomor 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. 

2) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana mendukung tujuan nomor 

2 tentang tanpa kelaparan, tujuan nomor 6 tentang air bersih dan 

sanitasi layak, dan mendukung tujuan nomor 13 tentang Penanganan 

Perubahan Iklim. 

d. Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Penataan Sistem Dasar 

Penanggulangan Bencana, Subkegiatan Penanganan Pasca Bencana 

Provinsi, mendukung tujuan nomor 1 tentang tanpa kemiskinan, tujuan 

nomor 2 tentang tanpa kelaparan, tujuan nomor 3 kehidupan sehat 

sejahtera, tujuan nomor 4 pendidikan berkualitas,  tujuan nomor 6 tentang 

air bersih dan sanitasi layak, tujuan nomor 8 tentang pekerjaan layak dan 

pertumbuhan ekonomi, tujuan nomor 9 infrastruktur, tujuan 11 tentang kota 

dan pemukiman yang layak, tujuan 17 tentang kemitraan untuk mencapai 

tujuan penanganan pasca bencana. 

e. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan 

Penyelamatan Non Kebakaran, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 

Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan 

Penyelamatan Non Kebakaran, Subkegiatan Pembinaan Penyelenggaraan 

Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan 

Penyelamatan Non Kebakaran mendukung tujuan nomor 11 tentang kota 
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dan pemukiman yang berkelanjutan, tujuan nomor  16 tentang 

kelembagaan yang tangguh. 

f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, 

Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, Subkegiatan 

Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya mendukung tujuan nomor 11 

tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan, tujuan nomor  16 tentang 

kelembagaan yang tangguh dan tujuan nomor 17 kemitraan untuk 

mencapai tujuan ketahanan sosial budaya. Mendorong dan meningkatkan 

kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, 

berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. 

 

d. Capaian kinerja Program Prioritas Pemda sebagaimana Kepgub 

353/KEP/2021 

 

 

 

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan  Kebudayaan 
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a. Kegiatan Pelatihan Teknis Penanganan Kebakaran bagi Abdi Dalem Manajemen 

Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Kraton Yogyakarta 

Capaian Fisik : 100% 

Telah terlaksananya kegiatan pada: 10-13 & 17 November 2025 

Lokasi: Kraton Yogyakarta 

Peserta: 80 orang Abdi Dalem 

Materi meliputi: 

1. Dasar-dasar Kebakaran 

2. Sistem Proteksi Kebakaran Gedung: Pendekatan Aktif & Pasif 

3. Sistem Proteksi Kebakaran pada Cagar Budaya Kraton 

4. Praktik Penggunaan APAR 

5. Integrasi Sistem Komando 

6. Strategi & Taktik Pemadaman Kebakaran Gedung: Dari Pre-Plan hingga Operasi 

7. SOP Pemadam Kebakaran dengan Hidran, Selang, Formasi Regu 

8. Protokol Evakuasi, Pengamanan Aset, dan Keamanan 

9. Prosedur Standar Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat: RJP, Tatalaksana 

Luka Bakar, Keracunan Gas, dan Transportasi Korban Cidera 

10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Komando dan Kendali: Integrasi 

Komunikasi, Alarm, Pelaporan Cepat, dan Keamanan 

11. Table Tob Exercise Penanggulangan Kebakaran Kraton 

12. Simulasi Kebakaran dan Sistem Komando di Kraton Yogyakarta. 

 

b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran, EWS, dan MKKG 

di sekitar Sumbu Filosofi 

Capaian Fisik : 100% 

Dokumen berupa surat rekomendasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring 

& evaluasi di sekitar Sumbu Filosofi meliputi : 

1. Kawasan Pertokoan Malioboro 

2. Ramai Mall Malioboro 

3. Plaza Malioboro 

4. Novotel Suites Malioboro 

5. BPD DIY Digital Lounge Malioboro 

6. Malioboro Prime Hotel Yogyakarta 

7. Ramayana Mall Malioboro 

8. Pasar Bringharjo 

9. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

10. Kantor Harian KR Mangkubumi 

11. PT Bank MAS KC Mangkubumi 

12. Bank BCA KC Mangkubumi 

13. Grand Zuri Hotel Mangkubumi 

14. Sentral Yamaha Mangkubumi 

15. Bank Permata Mangkubumi 

16. Hotel Arjuna Mangkubumi 

17. Hotel Herper Mangkubumi 
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18. The 101 Hotel Mangkubumi 

19. Grand Senyum Hotel Jl Diponegoro Yogyakarta 

20. Bank Raya KC Jl Diponegoro 

21. Pasar Kranggan 

22. Coffee & Eatery Kebon Ndalem - Tugu 

23. Kantor Bumiputera Yogyakarta 

24. Toko ATK Murah - Tugu 

25. Bank Mandiri Jl Jend Sudirman 26 Yogyakarta 

26. Kantor OJK Jl Jend Sudirman 

27. The Phoenix Hotel Sudirman 

28. Bank CIMB Niaga Syariah Jl Jend Sudirman 13 Yogyakarta 

e. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY 

dan Program Pemda 

Sebagaimana amanat cascading Kinerja BPBD DIY memiliki kontribusi pada 

pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah 

sebagaimana tabel sebagai berikut: 

 
Tabel III. 11 Kontribusi Tujuan dan Sasaran BPBD DIY terhadap Capaian Sasaran 

Pemerintah Daerah 

No Sasaran 
Pemerintah 

Daerah 

Indikator 
Pemerinta
h Daerah 

Target Realisa
si 

Tujuan/ 
Sasaran 

Perangkat 
Daerah 

Indika
tor 

Target Realisasi 

1. Menurunnya 
risiko 
bencana 

Indeks 
Risiko 
Bencana 
Indonesia 
(IRBI) DIY 

108,7 *) 88,91 Terwujudn
ya 
ketangguh
an Daerah 
Istimewa 
Yogyakart
a dalam 
penanggul
angan 
bencana 

Kontri
busi 
capai
an 5 
priorit
as 
dalam 
IKD 
terhad
ap 
Ketah
anan 
Daera
h DIY 

101,3% 101,32% 

     Meningkat
nya 
kapasitas 
penyeleng
garaan 
penanggul
angan 
bencana 

Rerat
a 
capai
an 
skor 5 
Priorit
as 
dalam 
Indek
s 
Ketah
anan 
Daera
h 

0,76 0,77 
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(IKD) 
DIY 

     Meningkat
nya Tata 
Kelola 
Penyeleng
garaan 
Urusan 
Pemerinta
han di 
BPBD DIY 

Kateg
ori RB 
Peran
gkat 
Daera
h 

A 

(87,26) 

A 

(89,96) 

Penjelasan (menjelaskan keterkaitan sasaran pada tahap capaian sasaran 

pemda): 

1. Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh 

kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level pemerintah Daerah dan perangkat 

Daerah.  

2. BPBD DIY sebagai Perangkat Daerah yang memiliki ketugasan penyiap bahan 

kebijakan Bidang Kelembagaan, Reformasi birokrasi, Ketatalaksanaan   

memiliki peran dalam membina Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Daerah DIY dalam berkontribusi dengan cara : 

a. Melaksanakan pembinaan penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, 

tepat ukuran dan sinergis  menuju Perangkat daerah yang agile dengan 

memperhatikan bentuk susunan Pemerintahan Asli 

b. Melakukan pembinaan perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang 

tergambarkan pada perolehan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 

pada kategori A.Indeks RB kategori A pada Perangkat Daerah diperoleh 

melalui Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah 

mengakomodir indikator-indikator penilaian RB General (kualitas tata kelola 

internal) dan indikator RB Tematik (kualitas dampak pada tematik 

sebagaimana tertera pada KepmenPAN RB Nomor 182 tahun 2025. 

3. Sebagai Perangkat Daerah mandiri, BPBD DIY juga diukur keberhasilan 

tatakelolanya melalui Sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan 

penanggulangan bencana dengan indikator Rerata capaian skor 5 Prioritas 

dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dan Sasaran Meningkatnya Tata 

Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY  dengan indikator 

Kategori RB Perangkat Daerah.  
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Tabel III. 12 Kontribusi Program BPBD DIY terhadap Capaian Program Pemerintah 

Daerah 

No Program 
Pemerintah 
Daerah 

Indikator 
Program 
Pemerint
ah 
Daerah 

Targe
t  

Reali
sasi 

Program 
Perangkat 
Daerah 

Indikator 
Program PD 

Target Realisasi %Realisasi 

1 Menurunny
a risiko 
bencana 

Indeks 
Risiko 
Bencana 
Indonesia 
(IRBI) 
DIY 

Tingg
i 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tinggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRA
M 
PENUNJA
NG 
URUSAN 
PEMERIN
TAHAN 
DAERAH 
PROVINSI 

Nilai PKKI 
Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

87,02 91 104,57% 

     PROGRA
M 
PENANG
GULANGA
N 
BENCANA 

Skor Sistem 
Informasi, Diklat 
dan Logistik 
dalam IKD DIY  

0,77 0,81 105,19% 

      Skor Efektivitas 
Pencegahan 
dan Mitigasi 
Bencana dalam 
IKD DIY  

0,70 0,70 100% 

      Skor 
Kesiapsiagaan 
dan 
Penanganan 
Darurat 
Bencana dalam 
IKD DIY 

0,75 0,75 100% 

      Skor Sistem 
Pemulihan 
Bencana dalam 
IKD DIY 

0,77 0,66 85,7% 

     PROGRA
M 
PENCEGA
HAN, 
PENANG
GULANGA
N, 
PENYELA
MATAN 
KEBAKAR
AN DAN 
PENYELA
MATAN 
NON 
KEBAKAR
AN 

Rerata 
Persentase 
Capaian SPM 
Bidang 
Pemadam 
Kebakaran 
Kabupaten/ Kota 

97,6 99,43 101,875% 

     PROGRA
M 

Skor 
Penanganan 

0,82 0,95 115,85% 
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PENYELE
NGGARA
AN 
KEISTIME
WAAN 
YOGYAKA
RTA 
URUSAN 
KEBUDAY
AAN 

Tematik 
Kawasan 
Rawan Bencana 
dalam IKD DIY 

 
                                                                                                                                                                                             

Penjelasan Kontribusi Program BPBD DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah : 

Rerata Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota 

Meta Indikator :  

Capaian SPM Bidang Damkar Kab/Kota Tahun 2025 : 

1. Kulon Progo : 100% 

2. Bantul : 100% 

3. Sleman : 100% 

4. Gunungkidul : 97,16% 

5. Yogyakarta : 100% 

Rata2 capaian : 99,43% 

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id 

Target BPBD Tahun 2025 : 97,6% 

Realisasi : 99,43%/97,6% = 101,875% 

Rerata Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota telah 

tercapai melampaui target kinerja Tahun 2025 sebesar 99,43% . Dengan 

melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: 

1. Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi EWS, Sistem Proteksi Kebakaran serta 

MKKG di 20 lokasi meliputi, bangunan bangunan yang  terletak di sepanjang 

Sumbu Filosofi, aset Pemda DIY, serta Perguruan Tinggi 

2. Rapat Koordinasi Damkarmat Se- DIY di Sleman 

3. Pembuatan Ranpergub Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan (RISPKP) 

4. Sosialisasi dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran yang dilaksanakan di 6 lokasi, 

yaitu SMA Negeri 1 Dlingo, MAN 4 Bantul, SMK Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 

1 Kalasan, Biro Tata Pemerintahan DIY, serta SMA Negeri 2 Wates 

5. Pelatihan Penanganan Kebakakaran Abdi Dalem MKKG Kraton yang 

dilaksanakan selama 5 hari dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang abdi dalem 
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3.3. Analisis Efisiensi Anggaran 

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk 

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat 

Daerah disajikan pada tabel berikut: 

Tabel III. 13 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran 

Tahun 2025 

No 
Tujuan/Sasar

an 
Indikat

or 

Kinerja Anggaran Efisiensi (Rp) 

Targe
t 

Realisasi 
% 

Reali
sasi 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

 
% 

Reali
sasi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Terwujudny

a 

ketangguha

n Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

dalam 

penanggula

ngan 

bencana 

Kontri

busi 

capaia

n 5 

priorit

as 

dalam 

IKD 

terhad

ap 

Ketah

anan 

Daera

h DIY 

101,

3% 

101,32% 100,

02% 

 

18.982.338.665,00 16.319.483.297,00 85,9
7 % 

 Rp 2.662.855.368,00  

1. Meningkatn

ya kapasitas 

penyelengg

araan 

penanggula

ngan 

bencana 

Rerat

a 

capaia

n skor 

5 

Priorit

as 

dalam 

Indeks 

Ketah

anan 

Daera

h 

(IKD) 

DIY 

0,76 0,77 101,

32% 

3.026.056.110.,00 2.921.333526,00 96,5
3 % 

 

 Rp 104.722.584,00  

2. Meningkatn

ya Tata 

Kelola 

Penyelengg

araan 

Kateg

ori RB 

Peran

gkat 

Daera

A 

(87,

26) 

A 

(89,96) 

103,

09% 

15.956.282.555,00 13.398.149.771,00 83,9
6 % 

 Rp 2.558.132.784,00  
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No 
Tujuan/Sasar

an 
Indikat

or 

Kinerja Anggaran Efisiensi (Rp) 

Targe
t 

Realisasi 
% 

Reali
sasi 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

 
% 

Reali
sasi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Urusan 

Pemerintah

an di BPBD 

DIY 

h 

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPBD DIY Th 2025, Laporan Keuangan  BPBD DIY Th 2025 

 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Tujuan dan Sasaran BPBD DIY  Tahun 2025 

sudah tercapai melampaui target kinerja yaitu 100,02% dan 101,32% dengan realisasi 

anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan sebesar 

Rp18.982.338.665,00 terealisasi Rp16.319.483.297,00 terdapat efisiensi anggaran 

sebesar Rp2.662.855.368,00 sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam 

pencapaian kinerja telah efisien. 

 

3.4. Inovasi 

Untuk mendukung pencapaian kinerja BPBD DIY menggunakan aplikasi yang 

dipergunakan Pemda DIY untuk mendukung capaian kinerja serta pelayanan berupa 

aplikasi. 

1. SAKIP 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau SAKIP merupakan suatu sistem 

manajemen kinerja yang diterapkan di seluruh instansi pemerintahan Indonesia, 

termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Secara umum, SAKIP dirancang untuk mengintegrasikan perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah dengan 

tujuan utama meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan 

pemerintahan serta anggaran publik. Penerapan SAKIP dijalankan sebagai bagian 

dari upaya mewujudkan good governance dan reformasi birokrasi yang 

berorientasi pada hasil (results-oriented governance). Sistem ini tidak hanya 

menekankan adanya perencanaan dan pengukuran kinerja, tetapi juga bertujuan 

agar setiap program dan kegiatan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan 

secara jelas dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. 
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2. Sengguh DIY 

Aplikasi Sengguh DIY merupakan sistem informasi yang digunakan oleh 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai instrumen 

pendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Aplikasi 

ini dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, pengukuran, 

pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara elektronik guna 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. 

3. E-Lapor DIY  

E-Lapor DIY merupakan sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis 

elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan 

masyarakat. Sistem ini menjadi bagian dari upaya peningkatan transparansi, 

partisipasi publik, serta akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah 

Daerah DIY. 

Melalui E-Lapor DIY, masyarakat dapat menyampaikan berbagai bentuk 

pengaduan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan publik, infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan berbagai urusan pemerintahan lainnya. 

Pengaduan yang masuk kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait 

untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Dengan mekanisme ini, setiap 

laporan dapat dipantau progres penyelesaiannya sehingga menciptakan sistem 

yang lebih responsif dan terbuka. 

4. Selain itu BPBD DIY juga menggunakan instrumen pendukung penerapan 

pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana berupa aplikasi 

InaWARE dan DIBI yang terintegrasi secara nasional serta aplikasi PAMOR yang 

dikelola oleh Pusdalops PB BPBD DIY. PAMOR merupakan singkatan dari Pusat 

Data Emergency Operation yaitu aplikasi berbasis web dan mobile yang digunakan 

oleh masyarakat, relawan, dan petugas untuk melaporkan serta memantau 

kejadian bencana secara real-time. Aplikasi PAMOR adalah aplikasi sistem 

informasi dan pelaporan kebencanaan yang dikembangkan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPBD DIY) untuk 

membantu proses pelaporan, pengelolaan data, dan penanganan kejadian 

bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara cepat dan terintegrasi.  
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3.5.      Lintas Sektor 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa 

Yograkarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk 

kesejahteraan masyarakat maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 

sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1  dan mandat kinerja sebagaimana 

tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang 

Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen 

Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi 

kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor 

pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dalam mencapai target 

kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi Refocusing dan relokasi anggaran. 

Inventarisasi Lintas Sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel III. 14 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 

 
No Kegiatan Lintas  

Sektor Kontribusi Para Pihak Output dan Kelompok   

Sasaran 

Manfaat bagi OPD dan 

Manfaat bagi Kelompok 

Sasaran Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok 

Sasaran 

1 Dukungan 

Pelaksanaan 

Launching 55 

SPAB (Satuan 

Pendidikan 

Aman 

Bencana) di DIY 

Badan 

Musyawarah 
Perbankan 
Daerah 

Bantuan 

Peralatan 

berupa HT 

pada saat 

Launching 

SPAB 

 
55 Satuan 

Pendidikan Aman 

Bencana (SPAB) 

yang    dilaunching 

Alat 

Komunikasi yang 
dapat dipakai pada 
saat bencana 

2 Informasi 

kondisi 

cuaca, gempa, 

dan iklim 

Badan 

Meteorologi, 

Klimatologi dan 

Geofisika 

(BMKG) 

Update 

Informasi 

 
Masyarakat Bahan 

informasi yang 

disebarluaskan ke 

masyarakat 

3 Informasi 

Perkembanga

n dan kondisi 

Gunung 

Merapi 

BPPTKG Update 

Informasi 

 
Masyarakat Bahan 

informasi yang 

disebarluaskan ke 

masyarakat 
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BAB IV Penutup 

4.1. Kesimpulan 

Hasil laporan kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah DIY tahun 2025 dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Hambatan kinerja di BPBD DIY pada umumnya bersifat 

multidimensional, mencakup aspek SDM, anggaran, sarana prasarana, 

sistem kerja, hingga faktor eksternal masyarakat dan koordinasi lintas 

sektor. Oleh karena itu, peningkatan kinerja memerlukan pendekatan 

sistemik melalui: 

a. Penguatan kapasitas SDM, 

b. Modernisasi peralatan dan sistem informasi, 

c. Penguatan koordinasi lintas sektor, 

d. Perencanaan berbasis risiko, 

e. Serta peningkatan partisipasi dan literasi kebencanaan 

masyarakat. 

 

2. Faktor kunci keberhasilan. 

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat utama dalam 

penanggulangan bencana, BPBD DIY dituntut mampu menjalankan 

fungsi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan 

rekonstruksi secara efektif. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci berikut: 

Optimalisasi Kinerja Silang Manajemen Lintas Sektor (Pentahelix) 

Pendekatan Pentahelix menjadi kunci dalam penguatan sistem 

kebencanaan di DIY. Model ini melibatkan lima unsur utama: 

🔹 Pemerintah 

 

 
Bab IV berisi : 

1. Kesimpulan 
2. Langkah Perbaikan 

Kinerja 
 



 

Sebagai regulator, koordinator, dan pengambil kebijakan utama dalam 

manajemen bencana. 

🔹 Akademisi 

Mendukung melalui kajian risiko, penelitian kebencanaan, dan 

pengembangan teknologi mitigasi. 

🔹 Dunia Usaha 

Berkontribusi melalui CSR, dukungan logistik, serta pemulihan 

ekonomi pascabencana. 

🔹 Komunitas/Masyarakat 

Sebagai subjek utama dalam kesiapsiagaan dan respons awal 

bencana. 

🔹 Media 

Berperan dalam penyebaran informasi yang cepat, akurat, dan 

edukatif. 

Optimalisasi kinerja silang ini diantaranya dengan: 

 Adanya forum koordinasi rutin. 

 Mekanisme berbagi data dan informasi. 

 Sistem komando yang jelas saat tanggap darurat. 

 Kepercayaan antar pemangku kepentingan. 

Pendekatan Pentahelix memungkinkan: 

 Penguatan mitigasi berbasis komunitas. 

 Penyebaran informasi risiko yang lebih luas. 

 Penanganan bencana yang lebih efektif dan efisien. 

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja 

1. Melakukan upaya-upaya pencegahan bencana; 

2. Melakukan pengurangan risiko bencana di sektor-sektor utama 

pembangunan daerah; 



 

3. Melakukan mitigasi bencana struktural dan non struktural; 

4. Memastikan kesiapan sistem penanggulangan bencana di daerah; 

5. Melakukan kesiapsiagaan apabila terdapat potensi terjadinya 

bencana. 

6. Mengembangkan sistem komando penanganan darurat bencana 

yang terstandarisasi; 

7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan 

kejadian bencana; 

8. Meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan darurat  bencana; 

9. Mengembangkan mekanisme pemulihan pascabencana yang lebih 

baik dari sebelum terjadi bencana dan berkelanjutan. 

10. Meningkatkan nilai indeks ketahanan daerah yang meliputi : 

a. Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan; 

b. Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana; 

c. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan  terkait 

penanggulangan bencana; 

d. Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana; 

e. Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan 

bencana. 
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Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun) 
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Lampiran 2. Berita Acara Penyelarasan Kinerja  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 
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Lampiran 4. Evaluasi AKIP Tahun 2024 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2025 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Lampiran 5. Lain lain 

Dokumen pendukung atas isian pada tabel II.2 (Dokumen Perubahan 

RENSTRA  Tahun 2022-2027)  

 



 
 


